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ABSTRAKSI

JADID ARDIANSYAH, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukukniversitas
Brawijaya, Mei 2011Pelembagaan Partai Oposisi Dalam Mekanisme Hubungan
Checks And Balances Di Indonedia. Jazim Hamidi,S.H.,M.H., Arif Zainuddin
S.H., M.Hum.

Dalam penulisan ini penulis membahas mengenai @iagatlembagaan partai
oposisi dalam mekanisme hubungamecks and balancedi Indonesia. Dalam
suatu negara hukum demokrasi, pengawasan terhaslapriptah merupakan
sesuatu yang sangat penting karena kekuasaan p&ahebertendensi untuk
disalahgunakan sehingga untuk menyikapinya peranyal suatu partai oposisi
yang kritis dan secara diametral berbeda dengarempetah dalam mekanisme
hubunganchecks and balanceguna menciptakan pemerintahan yang bersih dan
bertanggung jawab. Penulis melihat beberapa masdiaimdonesia terkait
pelembagaan partai oposisi, yakni perdebatan mangksar hukum eksistensi
partai oposisi, penerapan kombinasi sistem multitapadengan sistem
presidensial, pragmatisme partai politik, dan stignegatif masyarakat terhadap
oposan.

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode penejtigidis normatif yang
hendak meneliti kaidah-kaidah hukum mengenai pedgyaén partai oposisi
dalam mekanisme hubungahecks and balancedi Indonesia terutama dengan
perspektif hukum tata negara, dengan pendekatarseptuel (conseptual
approach) pendekatan sejarahigtorical approach, dan pendekatan perundang-
undangan(statue approach)yang kemudian seluruh data yang ada dianalisis
dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkaraljan atas permasalahan
yang ada bahwa: (i) Pelembagaan partai oposid beastentangan dengan UUD
1945, partai oposisi selaras dengan semangat UWB Halam membentuk
negara hukum Indonesia yang menyaratkan adanyagtasalm kekuasaan negara
dengan prinsighecks and balancepartai oposisi juga selaras dengan UUD 1945
yang menganut asas demokrasi yang menjamin HAMjasuk hak beroposisi,
(i) Partai oposisi berfungsi sebagai pengawas pataé, penyeimbang
kekuasaan pemerintah, dan penyedia alternatif &dedoij, (iii) Partai oposisi di
Indonesia masih belum terlembaga secara baik, @égme parpol membuat
oposisi yang terbentuk tidak solid dan konsistemynlBinasi multi partai dan
presidensial membuat fragmentasi parpol di parletimggi, yang menyebabkan
dinamika parpol juga tinggi. Stigma negatif partgiosisi di masyarakat juga
membuat peranan partai oposisi tidak berjalan agoaksimal dan efektif.

Menyikapi fakta di atas, maka diperlukan adanyausuegulasi yang mengatur
eksistensi partai oposisi, meningkatkdParliamentary Threshold maupun
Fractional Thresholdguna memperkecil polarisasi parpol, serta menitkgka
pendidikan politik dan sosialisasi tentang pelenalaag partai oposisi kepada
masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengarbdzaimana urgensi
pelembagaan partai oposisi dalam kehidupan nega@ gemokratis.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi saat ini telah menjadi paham yang did&arbaebagian
besar negara di dunia, mulai negara berkembang#inggara majidampir
97 persen negara yang ada di zaman modern telalgktagn menganut
sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, meskipaktgk penerapannya di
lapangan berbeda-beda. Amerika Serikat, RRC, Kodlakan eks-Uni Soviet
semua mengklaim menganut demokrasi meskipun dalaaktgk atau
pelaksanaan yang berbeda satu sama lain

Selain mencitrakan bentuk pemerintahan yang modaéemokrasi
masih menjadi suatu paham yang dianggap palingiefitam menciptakan
hubungan yang adil antara masyarakat dan negah&abdisebut sebagai
indikator perkembangan politik suatu negara. Meipgpéernyataan Winston
Churchill, “It has been said that democracy is the worst fofrgoyvernment
except all the others that have been trie®emokrasi bukan sistem
pemerintahan terbaik, tetapi belum ada sistem bamg lebih baik
daripadanya

Salah satu pilar demokrasi adalah prirtsi@s politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, legifsladan yudikatif).

Diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yanggaépas (independen)

! Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar DemokrasKonstitusi Press, Jakarta,
2005 him 242

2 Akbar Tanjdung, Di sampaikan dalam seminiéptisolidasi Demokrasi Refleksi Kelembagaan
Politik Selama 10 tahun ReformasiJniversitas Padjajaran dan The Akbar Tandjungtirs,
Bandung Jakarta , 1 April 2008



dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama Kesejajaran dan
independensi ketiga jenis lembaga negara ini digarl agar ketiga lembaga
negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengjooérdasarkan prinsip
checks and balancgésHubungan ini bertujuan agar pembagian kekuasaan
antar lembaga negara tersebut seimbang, dan t@gdit penyalahgunaan
kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu.

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif mempunyanaergenting
dalam menentukan arah kemajuan bangsa. Untuk naslaksn ideologi
Pancasila dan mencapai tujuan-tujuan negara sebagaitercantum dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik &mimrtahun 1945,
pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakaijgkan yang
meliputi aspek IPOLEKSOSBUD HANKAM (ideologi, paki ekonomi,
sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan). Kekudse@aga eksekutif
adalah kekuasaan sentral dalam penyelenggaraan ripethan dan
kenegaraan.

Mengutip pernyataan Lord Acton : “manusia yang rpenyai
kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasadaetépi manusia yang
mempunyai kekuatan tidak terbatas pasti akan mahgahakan secara tak
terbatas pula”(power tends to corrupt, but absolutely power cptru
absolutely) Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan balsebaik-
baiknya kekuasaan itu dijalankan oleh penguasap tetempunyai tendensi
untuk disalahgunakan, sehingga perlu adanya persgawagar segala

tindakan pemerintah tidak keluar dari aturan yaeight ditetapkan bersama.

% Pengertian demokrasi , www.wikipedia.comakses tanggal 02 Mei 2010




Dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat sebagaiditentukan dalam
Pancasila dan UUD 1945, salah satu lembaga tingeggama yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang eksgtenierintah diawasi oleh
lembaga tinggi lainnya yang kedudukannya sejagknyDewan Perwakilan
Rakyat.
Pasal 20A Ayat (1) dan (2) UUD 1945:
(2). Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi kgsi, fungsi
anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2). Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yhatyr dalam
pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewaw&lalan
Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dak h
menyatakan pendapat
Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR adalah untukhaeapakah
segala kebijakan dan aktifitas pemerintah telalusedengan peraturan
perundang-undangan, baik dalam tingkat perumusannyaupun
implementasinya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UMb lindonesia adalah
merupakan negara hukum. Konsekuensi ketentuandadala bahwa setiap
sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan pegudinarus berdasar dan
sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini untakcegah terjadinya
kewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baikdyiakgkan oleh alat
negara maupun penduduk Hubungan checks and balancesantara

pemerintah dan DPR, juga merupakan salah satu megara hukum yakni

pembagian kekuasaan diantara kekuasaan negara kelaasaan tidak

4 Yuhdi Batubara dalam makalaBémokrasi dan Pemencaran Kekuasaan Pasca Amandemen
Undang — Undang Dasar 1945”
http://fh.wisnuwardhana.ac.id/index.php?option=coontent&task=view&id=58&Itemid=1
diakses tanggal 8 Juni 2010.




menumpuk pada satu tangan, dan antara bagian lkeltuadapat saling
mengawas(checks and balancés)

Sebelum reformasi 1998, Pemerintah orde lama mawopde baru
terlalu memonopoli kekuasaan negaraéxecutive heayy kebijakan
pemerintah bergulir begitu saja tanpa ada halaygag berarti. Beberapa
contoh pelaksanaa@xecutive heavgada masa Orde Baru misalnya, presiden
dapat dipilih kembali tanpa batas oleh MPR. LemHdagsslatif dan yudikatif
tidak dapat melakukachecks and balancdsrhadap lembaga eksekutif. Hal
ini diperlihatkan misalnya dengan DPR menyetujumsga rancangan
perundang-undangan yang diajukan pemerintah. DPRinga sekali
menggunakan peranannya sebagai partner pemeri@ad pga berhak
mengajukan rancangan undang-undang. DPR sebaghisstl suprastruktur
politik tidak dapat menjalankan fungsinya secaekiff DPR sekadar alat
melegitimasi segala kebijakan pemerifitapadahal secara tegas konstitusi
menyatakan bahwa DPR mempunyai fungsi pengawasasallh ini tidak
lain disebabkan oleh elemen penyusun lembaga DBRji ypartai politik.
Tidak dapat dinafikan bahwa saat ini partai polidklam suatu negara
demokratis sangatlah mutlak diperlukan. Salah gasisyarat terwujudnya
demokrasi adalah adanya partai politik yang bedungaksimal dan efektif

sebagai wadah aspirasi politik masyarakat dan seébagedia untuk

® Jazim Hamidi dkk, Teori dan Politik Hukum Tata NegaraTotal media, Malang, 2008, him
154

® Mohammad Fajrul FalaakhPenyesuaian Politik di DPR Koran Harian Seputar Indonesia
terbitan tanggal 04 November 2009



melakukanbargaining kebijakan dengan negara (pemerintabgbagaimana
konsep demokrasi modern yang lebih dicitrakan mekansep keterwakilan.

Keterwakilan ini dilaksanakan oleh partai-partailitgg yang
termanifestasikan dalam fraksi—fraksi di DPR. Eféks lembaga DPR tentu
dipengaruhi efektifitas partai politik di dalamnysgar pengawasan lembaga
DPR terhadap pemerintah lebih efektif, maka pertlanga kekuatan
penyeimbangk@alance of powgrpemerintah dalam infrastruktur politik yaitu
dengan cara memunculkan suatu sikap oposisi. Sikagisi ini bertujuan
untuk mengimbangi partai politik yang sedang beskudi pemerintahan
(ruling party).

Oposisi di berbagai negara memiliki stigma yangabeka ragam,
bahkan dimaknai sebagai pemberontakan, sabotasegrsu, dan lain-lain.
Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan oposdalah oposisi yang
dibentuk sebagai penyeimbang kekuasaan pemeridéigan tidak berada
dalam posisi yang sama dengan pemerintah, sehibggangsi sebagai
pihak yang kritis terhadap pemerintah, bukan selzeaberontak.

Oposisi sesungguhnya dapat dilakukan oleh siapapaniohnya
media massa (pers), organisasi masyarakat, gerafthasiswa, partai politik
dan lain-lain. Untuk membentuk oposisi yang baikn defektif tentunya
oposisi harus benar-benar dilaksanakan oleh subyakg baik pula,
terstruktur dan terlembaga ke dalam suatu instisegiingga mempunyai
kekuatan atau daya dorong yang kuat. Partai patithnpunyai kemampuan

untuk menjadi suatu kekuatan oposisi karena seh@miliki struktur yang

" Koirudin, “Partai Politik Dan Agenda Transisi DemokrasPustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,
him 4



lebih rapi, partai politik memiliki fungsi-fungsi ang strategis, seperti
komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepegén, pendidikan politik,
pengatur konflik, dan lain-lain. Fungsi-fungsi yadmnilikinya menjadikan
institusi partai politik memiliki ruang politik yan dapat mengatur
keseimbangan dan pengawasan politik pemerintahan.

Setelah reformasi 1998 partai oposisi memiliki gigerak lebih luas
dibanding sebelum reformasi seiring dengan meningka kedewasaan
bangsa dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokragamun dalam
prakteknya di Indonesia, oposisi yang terbentukiiméglum mempunyai
pelembagaan yang jelas. Hal ini dapat dilihat daberapa hal, yaitu :

Pertama, Indonesia adalah negara yang sistem &gparya
menganut sistem multipartai, dimana komposisi paele terdiri dari lebih
dari dua partai politik, namun disisi lain sisterengerintahan Indonesia
menganut sistem presidensial. Sistem multipartajeiias tidak konsekuen
(unmatch dengan sistem pemerintahan Indonesia yang berbent
presidensial, karena pada umumnya sistem pemeaimtatesidensial identik
sekali dengan sistem dwipartai atau paling tidaga tipartai politik.
Permasalahan kolaborasi dua sistem ini sampaiisiaatasih menjadi pro
dan kontra di kalangan para ahli. Disatu sisi beeahli berpendapat bahwa
dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebug teagas, menggunakan
sistem presidensial murni atau sistem parlementernim dilain sisi
berpendapat bahwa sistem pemerintahan “campurdntidnesia merupakan
sistem pemerintahan yang prismatik, yakni mengarhhlthal yang baik

dalam dua sistem pemerintahan kemudian mengkolsikarmya dalam satu



sistem. Terlepas dari perbedaan pandangan tersglgginya jumlah partai
politik dalam sistem pemerintahan presidensialnglikasi pada tingginya
polarisasi dan fragmentasi partai diparlemen, ggjainakan relatif sulit
membedakan secara tegas antara grup partai peatme(ntling party) dan
partai oposisi.

Kedua, pragmatisme partai politik menyebabkan padttik mudah
merubah arah politisnya. Pascapemilu presiden t&i00d, beberapa partai
yang mengusung calon presiden selain SBY-JK mekgathahwa mereka
siap berada di luar kabinet dan akan bersikapsktigrhadap kebijakan
pemerintah. Namun, ketika presiden dan wakil pessigrpilih menawarkan
posisi di kabinet, dengan serta merta mereka makaatpersetujuan. Hal
tersebut menandakan jika sikap politik belum diesiddeologi dan karakter
dasar dari kelompok (partai) politik yang ada. Ksiapolitik di Indonesia
bahkan kemudian lebih banyak didasarkan kepadankepan pragmatis
Kenyataan yang demikian semakin mempersulit muyaubuatu kekuatan
oposan yang mampu menjadi penyeimbang sekaligusiakak politik
alternatif. Suatu kekuatan politik yang mengingatkieetika pemerintah
melakukan kesalahan, sementara ketika pemerintabudite bajik mereka
meminta agar kebajikan itu terus berlahjut

Ketiga, partai oposisi seharusnya berada di lugkhran pemerintah,
sehingga dengan ini partai oposisi mempunyai alasuk melakukan kritisi
terhadap kebijakan pemerintah. PDIP sebagai peptasisi ternyata memiliki

banyak kader yang menjadi kepala daerah di berlwi¢myah di Indonesia,

8 Arif Susanto, Oposisi Sebagai Suatu Keniscayaan Politik”,
http://arifsusanto.blogspot.com/2005/09/oposisieseti-suatu-keniscayaan.htrdiakses tanggal
05 februari 2010




baik menjadi walikota, bupati, maupun gubernur. Haltentu bertentangan
dengan konsep oposisi, karena bagaimanapun kepakrald yang
berkedudukan sebagai pemerintah daerah merupakaasigturunan) dari
pemerintah pusat. Keadaan tersebut memunculkananyedn bahwa,
bagaimana mungkin partai oposisi yang berperanatukumengkritisi
pemerintah, menjadi bagian dari pemerintah itu isend

Selain bebarapa hal di atas, pengetahuan masyarakgt terbatas
mengenai fungsi dan peranan partai oposisi dalaaiuspemerintahan
menyebabkan partai oposisi kurang mendapatkan dakurSebagai contoh
misalnya, dukungan suara PDIP yang mendeklarasikarya sebagai partai

oposisi dari pemilu tahun 2004 kian menurun.

Tabel 1
Perolehan Suara PDIP Pemilu 2004 — 2009
Pemilihan Umur Tahun 200 Tahun 200
(% suara) (% suara)
Legislatif 18,5: 14,0
Preside 39,3¢ 26,7¢

Sumber: Hasil Perolehan Suara Pemilu
Oleh KPU Th 2004 & 2009

Selain itu menurut survey yang dilakukan oleh InBarometer
terhadap masyarakat, budaya oposisi masih belungakan di masyarakat
Indonesia, dalam survey tersebut, ditanyakan lkep&$ponden, partai

politik mana yang sebaiknya masuk di kabinet mearuat
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Sumber: Lembaga Survey
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Gambar 1
Partai politik yang diharapkan masyarakat masuk dalan kabinet

Hasilnya 50,6 persen responden menginginkan agampPiuangar
masuk kabinetSelain itu, 57,2 persen responden menginginkan gojaar
ikut masuk kabinet mendatang. Tak hanya itu, 44&®a responden jug
menginginkan agaHanuramasuk kabinet, sementara yang mnginkan
Gerindramasuk ada 45%°.

Sekjen partai lemokrat Marzukie A fenomena itu terjadi karer
masyarakat menginginkan adanya kedamaian dan &evgaslari para elit
politik untuk membangun bangsa i‘kalau kita lihat, masyarakat kita ing
damai, telihat masyarakat ingin parg-parpol semuanya ik
pemerintahart®. Hal ini membuktikan bahwa masyare belum bsa
menerima oposisi sepenuhny@dahal eksistensi partai @gsi tidak hany:
penting tetapi juga sangat diperluk untuk menghindari tirani kekuasa
oleh pemerintah.Kehadiran oposisi akan memperkuat pilar demol

Indonesia, yangnempersyaratkan adanya mekanischecks and balanc;

° Koran Jakarta edisi 444, terbit tanggal 4 septe 2009
10 i1
ibid
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suatu mekanisme yang hanya akan dapat berjalanjikaikada kekuatan
politik di luar pemerintanMengutip pernyataan Lord Actopower tends to
corrupt, but absolutely power corrupt absolutely

Kasus-kasus di atas tentunya perlu dikaji secamapkehensif guna
mendapat titik terang mengenai kedudukan, fungsipgaanan partai oposisi
dalam mekanisme hubungainecks and balancedi Indonesia, sehingga
tidak bertentangan dengan asas-asas hukum tataand®erdasarkan hal
tersebut maka penulis ingin mengangkat masalalelietskedalam suatu
penulisan skripsi dengan JuddPelembagaan Partai Oposisi dalam

Mekanisme HubunganChecks and Balancedi Indonesia’.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatusan masalah
sebagai berikut:
1. Apakah pelembagaan partai oposisi dapat dibenariednUUD 19457
2. Bagaimanakah urgensi partai oposisi dalam melaksanfungsichecks
and balanceserhadap pemerintah di negara hukum yang demeRrati
3. Bagaimanakah pelembagaan partai oposisi dalam nsekarhubungan

checks and balancek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini duala
1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah fdedgiman partai

oposisi dapat dibenarkan oleh UUD 1945
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2. Untuk mendiskripsikan dan menganailisis urgensigbasposisi dalam
melaksanakan fung§ihecks and balancdgsrhadap pemerintah di negara
hukum yang demokratis

3. Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan mendjarsapelembagaan
partai oposisi dalam mekanisme hubungahecks and balancedi

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis:

Sebagai pengembangan teori dan ilmu hukum yang tklarima
selama mengikuti kuliah di Fakultas Hukum UniversitBrawijaya
Malang, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapatnjadé bahan
masukan agar hubungamecks and balancedengan partai oposisi
berjalan semakin efektif

b. Bagi Lembaga DPR, penelitian ini diharapkan dapenjadi bahan
masukan dalam meningkatkan efektifitas partai &anat kepada partai
oposisi, sebagdialance of powepemerintah.

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mengetahui tgntegensi partai
oposisi dan pelembagaannya dalam mekanisme hubuhgaks and
balanceddi Indonesia sehingga lebih memahami konsteldsiiimutata

negara dan politik di Indonesia.
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E. Sistematika Penulisan

Bab | : Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusasatah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjathnfaat
teoritis dan manfaat praktis.

Bab Il : Tinjauan Pustaka
Bab ini akan menguraikan lebih dalam mengenai teegara
hukum, teori negara demokrasi, kedaulatan rakyafrit
pemisahaan kekuasaamecks and balancegteori partai politik
dan oposisi.

Bab Il : Metode Penelitian
Bab ini berisikan jenis penelitian, metode pendakateknik
pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis babkam.

Bab IV  : Hasil dan Pembahasan
Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukangditi, bab
ini menjelaskan tentang apakah pelembagaan papasis
dapat dibenarkan oleh UUD 1945, menjelaskan tgniagensi
partai oposisi dalam melaksanakan fungecks and balances
terhadap pemerintah di negara yang demokratis,a sert
mendiskripsikan dan menganalisis pelembagaan pap@sisi

dalam mekanisme hubungahecks and balances Indonesia.
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Berisikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan enang
pelembagaan partai oposisi dalam mekanisme hubudlecks

and balancesli Ind

: Penutup

Bab V

ye-qn-A103is0dal VAVIIMY Y] &

SVLISYIAINDN S
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori ini dibangun dengan maksud sebagau @nalisis
untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokusarkggienulisan ini,
yakni pelembagaan partai oposisi dalam mekanisnieifganchecks and
balancesdi Indonesia. Landasan teori yang digunakan ankarg teori
negara hukum demokratis sebagai teori utama yamgjfdteumum, teori
checks and balancesebagai pendukung teori utama, dan teori partaikpo
sebagateori aplikasi

Ketiga teori tersebut relevan dalam membedah damjawab
permasalahan yang timbul mengenai pelembagaani paptasisi dalam
mekanisme hubungachecks and balanceJeori utama yakni teori negara
hukum demokratis menjadi dasar pemikiran tentatey dan tujuan negara
yang diidealkan. Teorchecks and balancefigunakan sebagai konsekuensi
adanya konsep negara hukum demokratis yang memipyr@yaahaman
bahwa pengawasan terhadap suatu kekuasaan negatamte terhadap
eksekutif sebagai pemegang kemudi arah politik rregangat penting untuk
menghindari penyalahgunaan wewenang dalam meladk@ankekuasaan
tersebut, Pengawasan ini selain dapat dilakukah mbaga negara lain
yang sejajar, juga dapat dilakukan oleh partai tigplidalam konteks
parlemen maupun ekstra parlemen. Sedangkan tetai palitik digunakan
karena berdasarkan pemahaman bahwa partai opasisiduk partai politik
dimana partai politik ini merupakan pilar utama aé&nasi, mempunyai

fungsi-fungsi yang strategis, khususnya fungsi kim@ngawasi pemerintah
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dalam bingkai negara hukum demokratis. Berikutatilakema hierarki teori

untuk mempermudah dalam pembahasan masalah tersebut

Negara Hukum Demokratis

U

Checks and Balances

{

Partai Politik

Gambar 2
Skema Hierarki Teori

A. Teori Negara Hukum Demokrasi

Teori ini relevan untuk dijadikan pisau analisiséta negara hukum
demokrasi merupakan suatu kondisi ideal yang daitkan. Menjadi
pondasi dari pemikiran tentang pentingnya penganwésdadap pemerintah
dalam mekanisme hubungahecks and balanceBerikut pendapat dari para
ahli mengenai konsep negara hukum yang demokratis :

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322) sadalah
negara yang berdiri di atas hukum yang menjamirdilkeea kepada warga
negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercgpdiebahagian hidup
untuk warga negaranya. Dan bagi Aristoteles (384-32M) yang

memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenangfainkan fikiran
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yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanyagg@egnéukum dan
keseimbangan sdja
Bagir Manan dalam disertasinya yang berjuddubungan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentsili Berdasarkan

UUD 1948, menyebutkan ada beberapa ciri negara hukum r{dadati

klasik), yaitd®

1. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatusuhgan antara
pemerintah dan warganya,

2. Mengenal pembagian kekuas&anyang secara khusus menjamin
kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pembagian kekuasiakukan
kedalam beberapa lembaga negara sebagai cabangskekunegara.
Masing-masing lembaga negara mempunyai lingkungam lxtas-batas
wewenang sendiri;

3. Adanya pemencaran kekuasaan. Jika pembagian kekuasa
(machtenscheidingoerkaitan dengan kekuasaan negara pada tingisat at
(upper structure/supra structurepemencaran kekuasaaspieidig van
machten, lebih ditekankan pada pembagian dalam hubungembawah
(vertikal), dalam hal ini contohnya adalah asa®dtalisasi;

4. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)laDapengertian

klasik HAM lebih dikaitkan dengan segi politik yahgrwujud jaminan

Moh. Kusnardi dan Harmaily IbrahimP&ngantar Hukum Tata Negara IndonésiaSHTN FH
Ul dan Sinar Bakti, 1988, him. 153.

2 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Deskisasi Berdasarkan
UUD 19485, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitasdégdjan, Bandung, 1990, him
529 - 533

13 Pembagian kekuasaan dalam hal ini diartikan datahkna yang luas
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kebebasan dan hak-hak demokrasadrborgen van vrijheid en van
democratische rechtgn

5. Persamaan di muka hukum dan jaminan perlindungkanhyu

6. Adanya asas legalitas. Asas legalitas mengandutigbanhwa setiap
tindakan pemerintah harus berdasarkan atas ketekaiantuan hukum,
termasuk kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yatak tiertulis.
Hukumlah yang mengendalikan semua tindakan peraérinDengan

demikian, asas legalitas menempatkan hukum “di geserintah.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie, terdapat delasb prinsip
pokok negara hukunrgchstaal yang menjadi pilar utama penyangga berdiri
tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebagai Negara Hukum
(The Rule of LayataupurRechstagtdalam arti yang sebenarnyadderr),
yaitu
1. Supremasi HukumSupremacy of Law

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prirssipremasi
hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan demgleum sebagai
pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukgopremacy of
law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yaagusgguhnya,
bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang menceramnkukum yang
tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremaskuinu adalah
pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukunatdankonstitusi,

sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yaogrmin dalam

14 Jimly Asshiddigie, dalam makalahCita Negara Hukum Indonesia Kontempdrer
http://saniffa.wordpress.com/2009/12/23/negara-hukdiakses pada tanggal 02 Maret 2010.
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perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwanhuku memang
‘supreme’
. Persamaan dalam Hukumduality before the Law

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hudam
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan shlaBkan secara
empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segétap dan tindakan
diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasidiakui sebagai sikap
dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tagayang bersifat
khusus dan sementara yang dinamakaffirmative actions guna
mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat ntiertetau
kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengegamagjuan sehingga
mencapai tingkat perkembangan yang sama dan s&tagan kelompok
masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju;
. Asas Legalitasiiue Process of Law

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakuagas
legalitas dalam segala bentukngaé process of lawyaitu bahwa segala
tindakan pemerintahan harus didasarkan atas panatperundang-
undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perungdaaengan tertulis
tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau aterdi tindakan atau
perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demilsetiap perbuatan
atau tindakan administrasi harus didasarkan atamratataurules and

procedureqregels)
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4. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-osgEra
dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaara vertikal atau
pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai rdemgieum besi
kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecendan untuk
berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikekankoleh Lord
Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrwgiisolutely.
Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi derngaa memisah-
misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yanfabéckecks and
balances dalam kedudukan yang sederajat dan saling meragigibdan
mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekugsgandilakukan
dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa pagg tersusun
secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidakemdralisasi dan
terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangag ggemungkinkan
terjadinya kesewenang-wenangan;

5. Organ-organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zamanresgka
berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan ipghan yang
bersifat independen, seperti bank sentral, organitentara, organisasi
kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula &gabdembaga baru
seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihdmum, lembaga
Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainyaependensi

lembaga atau organ-organ tersebut dianggap permtittgk menjamin
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demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakam m¢merintah untuk

melanggengkan kekuasaan;

. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihadependent and
impartial judiciary). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlakiar
ada dalam setiap negara hukum;

. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempaigintiap-
tiap warga negara untuk menggugat keputusan pegaloainistrasi negara
dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negdrmirfistrative cout
oleh pejabat administrasi negara. Pengadilan Tetah& Negara ini
penting disebut tersendiri, karena dialah yang areirj agar warga negara
tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para @jadministrasi negara
sebagai pihak yang berkuasa;

. Peradilan Tata Negar&¢@nstitusional Couit

Di samping adanya pengadilan tata usaha negamdibarapkan
memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-wegrga negara,
negara hukum modern juga lazim mengadopsikan gagaesabentukan
mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraanm®entingnya
mahkamah konstitusicénstitutional courts ini adalah dalam upaya
memperkuat sistem checks and balancesantara cabang-cabang

kekuasaan yang sengaja dipisah-pisahkan untuk memgemokrasi;
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9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
Adanya perlindungan konstitusional terhadap halsiasanusia
dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannyalumgiroses yang
adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusiabigrsimasyarakatkan
secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaiang penting
suatu negara hukum yang demokratis;
10. Bersifat Demokratis@iemocratische Rechstgat
Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atadaulatan
rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalaseprpengambilan
keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturamdagg-undangan
yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan pemakaadilan yang
hidup di tengah masyarakat;
11.Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Beraeg#Velfare
Rechsstaat
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yangealken
bersama. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional néstib yang
dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan barigdanesia
bernegara adalah dalam rangka melindungi segemags&®dndonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesegainte umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakakertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dandeadsial. Negara
Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan cmcapai

keempat tujuan negara Indonesia tersebut;
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12. Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbtdthadap

setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, gahietemahan dan

kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagesni dapat

dilengkapi secara komplementer oleh peranserta analsyt secara

langsung (partisipasi langsung) dalam rangka manjakeadilan dan

kebenaran.

Selanjutnya Von MundR berpendapat bahwa unsur negara

berdasarkan atas hukum ialah adanya:

1.

2.

Hak asasi manusia;

Pembagian kekuasaan;

Keterikatan semua organ negara pada undang-un@sag dan
keterikatan peradilan pada undang-undang dan hukum;

Aturan dasar tentang proporsionalitasrbaltnismassingkeit
Pengawasan  peradilan terhadap  keputusan-keputusan
(penetapan-penetapan) kekuasaan umum;

Jaminan peradilan dan hak-hak dasar dalam prosadila®;

Pembatasan atas berlaku surutnya undang-undang.

Menurut F.R Bothingk sebagaimana dikutip oleh RidwHR,

dikatakan bahwa negara hukum adadghstaat, waarin de wilsvrijheid van

gezagsdragers is beperkt door grenzen van rebhhwa negara, dimana

% A. Hamid S. Attamimi. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu StudligenMengenai Keputusan Presiden
yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PeliBelita IV, Disertasi. Fakultas
Pascasarjana Ul. 1990. Him 312,
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kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatadietétiuan hukuffi.
Pembatasan kekuasaan terhadap pemegangnya menjadit sutama
diselenggarakannya negara yang berdasarkan hukum.

Paham negara hukum juga tidak dapat dipisahkan pahiam
kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengktnr membatasi
kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagam yang dibuat atas
dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitayerdtli temali antara
paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga adéasehegara hukum
yang demokratis atademocratische rechtstad. Seperti yang diutarakan
Moh. Mahfud MD, yang menyatakan bahwa pada hakjeatnukum dan
demokrasi seperti dua sisi mata uang yang tidalatddipisahkan. Dengan
kata lain, bahwa kualitas demokrasi suatu negaaa akenentukan kualitas
hukumnya. Negara-negara yang demokratis akan miedathipula hukum-
hukum yang berwatak dan berkarakter deokratis,rgg@m di negara-negara
yang otoriter atau non demokratis akan lahir hulkkwrkem non demokratis.

International Commission of Jurigiang merupakan suatu organisasi
ahli hukum internasional dalam konferensinya di dgak tahun 1965
memperluas konsep mengerile of Law(negara hukum). Dikemukakan
bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranymerpgah yang

demokratis di bawaRule of Lawadalaf® :

6 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT. Rajafthdo Persada. Jakarta. 2007 HIm.18

" D.J. Elzinga, De Democratisehe Rechtstaat Ais Ontwikkeling Petigfe dalam Scheltema
(ed),De Rechtstaat HerdachW.E.J. Tjeeak Willink, Zwolle, 1989, him. 43. iitip kembali
oleh Bagir Manan, dalantubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1,98iBar
Harapan, Jakarta, 1994, him. 167

18 Miriam Budiardjo., Dasar — dasar llmu Politik’ PT Gramedia, Jakarta, 2008, HIm 116
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1) Perlindungan konsititusional, dalam arti bahwa kitus, selain menjamin
hak-hak individu, harus menentukan pula cara purséd untuk
memperoleh perlindungan atas hak — hak yang dijamin

2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memiha#ependent and
impartial tribunalg

3) Pemilihan umum yang bebas

4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan bgigpo

6) Pendidikan kewarganegaraaniv{c educatioi

Jimly Asshiddigie dalam bukunya yang berjudul Hukiiata Negara
dan Pilar-Pilar Demokrasi menyatakan bahwa, dalamtusnegara yang
demokratis, demokrasi yang diidealkan haruslahtaklean dalam koridor
hukum. Tanpa hukum, demokrasi justru dapat berkembe arah yang
keliru karena hukum dapat ditafsirkan secara sépibleh penguasa atas
nama demokrasi. Karena itulah berkembang konsepagenai demokrasi
yang berdasar atas hukum yang dalam bahasa inggrisiasa disebut
dengan istilah constitutional democraly yang lazim dipakai dalam
perbincangan mengenai konsep modern tentaogstitutional statéyang
dianggap ideal di masa sekaréhg

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggatadaasarkan
kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau sladut organisasi ia

berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakalen rakyat sendiri atau

19 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar DemokrasKonstitusi Press, Jakarta,
2005, him. 244
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atas persetujuan rakyat karena kedaulatan beraddardjan rakyat.
Kedaulatan rakyat adalah suatu kedaulatan atauakekn dimana rakyat
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Penguasia dign ditentukan atas
dasar kehendak rakyat. Pemerintah yang berkuasa hre@ngembalikan hak-
hak sipil kepada warga negara atau rakyat. Wujud kizdaulatan yang
didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufeltétat dalam Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR). Lembaga yang menjadi wailgkyat ini
menjalankan fungsi sebagai mitra, sekaligus selgraiontrol pemerintdh
Sebagaimana juga yang dinyatakan oleh Scheltenmayabasas kedaulatan
rakyat dalam negara hukum melahirkan unsure-uhakrpilin kiesrechy,
pemerintahan yang bertanggung jawab kepada badavalplan, dan ada
fungsi pengawasargntrol) yang dijalankan oleh badan perwakffaDalam
kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyatpalean unsur materiil
negara hukum, di samping masalah kesejahteraamtraRgngan demikian
kedaulatan rakyat merupakan salah satu ciri neljakam moderff. Dari
uraian di atas nampak bahwa konsepsi kerakyatak tidpat dipisahkan oleh
konsepsi negara hukum, begitu pula sebaliknya. n§ghi suatu negara
semacam ini disebut “negara hukum demokratishfocratischerechtsstgat
Inti dari teori negara hukum demokrasi menurut fisraendiri adalah

bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan negaramsgpraukum yang

% Amir machmud, Demokrasi Undang-Undang dan Peran Rakyatalam PRISMA No.8
LP3ES, Jakarta,1984, dikutip kembali oleh Yahdiubara dalam makalah “Demokrasi dan
Pemencaran Kekuasaan Pasca Amandemen Undang —dUDdsar 1945,

** Andi Agung, http://andi-agung.blogspot.com/2010##ungan-antara-

demokrasikedaulatan.htpdiakses tanggal 07 Mei 2010.

22 gcheltemaDe rechtstagtdalamDe Rechstaat Herdachop.cit him 20

% Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desksasi Berdasarkan
UUD 1948, Disertasi Program Pasca Sarjana Universitasd@@tpn, Bandung, 1990, him
525
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mewajibkan agar keseluruhan komponen negara haxgasarkan hukum
wajib ditegakkan. Hukum akan menjadi pembatas k&dama bagi siapa pun
pemegangnya. Selain itu, hukum yang terlahir hanesgimplementasikan
nilai-nilai demokrasi, dengan menjamin perlindungdak Asasi Manusia

(HAM).

B. Teori Checks and Balances
Teori ini dijadikan sebagai teori pendukung teotamma. Sebagai
konsekuensi negara hukum demokratis, yang menkgaratadanya
pembatasan kekuasaan negara maka dalam penyekmggiekuasaan
negara, harus terdapat prinsthecks and balanceyang menjadi prinsip
dasar hubungan antara organ-organ kekuasaan n&jaram thecks and
balances’atau pengawasan dan keseimbangan dapat diabitama setiap
cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbatigp seabang
kekuasaan lainnya. Inti dachecks and balancesdalah tidak ada lembaga
pemerintahan yang supreffie
Kata “checks dalamchecks and balancdzerarti “suatu pengontrolan
yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegangsa&n tidak berbuat
sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewesmaaggan. Adapun
“balance” merupakan suatu keseimbangan kekuasaan, agangyaasing
pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuatsékdrasi kekuasaan)

sehingga menimbulkan tir&hi Teorichecks and balancesi muncul karena

24 R.M.A.B.Kusuma, Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks and bakinjurnal
Konstitusi (Vol. 1 Nomor 2, Desember 2004): Him 143

25 Gunawan TaudaPembatasan Kekuasaan
http://gunawantauda.wordpress.com/2010/03/14/peasbatkekuasagrdiakses tanggal 23
November 2010
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adanya prinsip pemisahan kekuasasapération of powegy yang mempunyai
pemahaman bahwa kekuasaan negara harus dipisakkiatai beberapa
organ berdasarkan fungsinya.

Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, bahwa kekuesadarung
berkembang ke dalam bentuk kesewenang-wenangarma petku adanya
pembatasan terhadap kekuasaan, termasuk kekuasagn dymiliki oleh
negara. Berhubungan dengan pembatasan kekuasaara,nelgiriam
Budiardjo dalam buku ‘Dasar-Dasar lImu Politik’ mieagi kekuasaan secara
vertikal dan horizontal. Secara vertikal, kekuasadihagi berdasarkan
tingkatan atau hubungan antar tingkatan pemerinfih&ementara secara
horizontal, kekuasaan menurut fungsinya yaitu dengambedakan antara
fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislaisekutif dan yudikatif,
yang lebih dikenal sebaggiias Politiket”.

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kersgagagasan
pemisahan kekuasaan secara horizontal pertamdikainukakan oleh John
Locke dalam buku Two Treaties of Civil Government’Dalam buku
tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam setagmna menjadi tiga
cabang kekuasaan yaitu kekuasaan legislkgfiglative powey, kekuasaan
eksekutif €xecutive powéy dan kekuasaan federati€erative powér Dari
ketiga cabang kekuasaan itu: legislatif adalah &skan membentuk undang-

undang; eksekutif adalah kekuasaan melaksanakaangnddang; dan

% Miriam Budiardjo., ‘Dasar — dasar limu Politik} PT Gramedia, Jakarta, 2008, HIm 267
27 Miriam Budiarjo, loc.cit
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federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubuigemasional dengan
negara-negara l&h

Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan yang diedan John
Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu ddanganyal’Espirit
des Lois (The Spirit of the Lawd)alam uraiannya, Montesquieu membagi
kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitwakelan membuat
undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk memggjarakan undang-
undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakabidiing politik luar
negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhgaelpnggaran undang-
undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu harusisaip satu sama lain, baik
mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat mkégran (lembaga) yang
menyelenggarakannya. Konsepsi yang dikembangkantddguieu lebih
dikenal dengan ajarafrias Politica®.

Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekugsddmtif
kedalam eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaangadilan
(yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri s&nélal ini disebabkan
karena pekerjaannya sehari-hari sebagai seorangmhaklontesquieu
mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlaidengan kekuasaan

pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasadourigan luar negeri

28 John Locke“Two Treatises of Civil Government.M.Dent and Sons Ltd., London, 1960. hal.
190-192
Saldi Isra, Negara Hukum dan Demokrasbosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas,
Padang,
http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=comntamt&view=article&id=76:negara-
hukum-dan-demokrasi-sistem-peradilan-dan-realieasegakan-
hukumé&catid=23:makalah&Itemid=1Hiakses tanggal 23 November 2010
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yang disebut John Locke sebagai kekuasaan fedetatibsukkan kedalam
kekuasaan eksekutif
Prinsip pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu seatyendebih

difokuskan pada pembedaan secara tegas fungsi grasising cabang
kekuasaan negara kedalam tiga organ negara, sggn banya mempunyai
satu fungsi dan tidak dapat saling mencampuri wrigstu sama lain. Di
dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan negarasgbtem kekuasaan
secara murni sebagaimana prinsip Montesquieu itlit, sntuk diterapkan.
Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungam ealbang kekuasaan
itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dankiamhketiganya bersifat
sederajat dan saling mengendalikan satu sama ésunas dengan prinsip
checks and balanc¥s Asaschecks and balanceadalah bahwa sebagai
konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan maka hiarrgidpula asas
saling mengontrol dalam keseimbangan. Artinya, lmaharus disadari pula
bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya tergti menumpuknya
fungsi-fungsi negara pada satu organ, tetapi jugpat terjadi karena
pemisahan yang secara mutlak dilakukan antar degabaga negara. Oleh
karena itu, agar pemisahan kekuasaan tidak disatalkgn, maka harus
dibarengi denganchecks and balancesDengan demikian antara asas

pemisahan kekuasaan damecks and balancesidak bisa dipisahkan.

30" Miriam Budiarjo op.cit, him 283
' Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PasefriRasi,
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MahkamahtiisidRl, Jakarta, 2006 him 35
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Keduanya merupakan asas-asas yang berbeda tetappaken sekeping
mata uang dengan dua sisi yang tidak dapat dipésehk

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Miriam Budiarghwa sistem
checks and balancési, yang mengakibatkan suatu cabang kekuasaamdal
batas-batas tertentu dapat turut campur dalam kamd@abang kekuasaan
lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensjakéseperti yang dilihat
di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif aislatif), tetapi untuk
membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuaszama $ebih efektif.

Hal ini berarti sistemchecks and balancedalam penyelenggaraan
kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol acabang kekuasaan
yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegémotiianik dan
sentralisasi kekuasa¥n Sistem ini mencegah terjadingaer lappingantar
kewenangan yang atla

Di Indonesia pada dasarnya penerapan pemisahaanadesn
(separation of pow@rnegara dilakukan kedalam tiga cabang kekuasaan
negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, alihbah dengan satu organ

yang bersifat pemeriksa (eksaminatif) yakni Bademé&iksa Keuangan.

%2 saifuddin, ‘Menyusun Konstitusi yang Partisipatif Menuju Ketasama Nasional yang Kuat dan
Dinamis”, Dosen FH Universitas Islam Indonesia,
http://www.pshk.law.uii.ac.id/index.php?option=cotontent&task=view&id=38&Itemid=81
diakses tanggal 27 november 2010

33 Miriam Budiarjo op.cit him 284

34 A. Fickar Hadjar ed. al, “Pokefokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah

. Konstitusi”, KRHN dan Kemitraan, Jakarta, 2003. him. 4
ibid
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Gambar 3. Struktur Lembaga Negara Pasca AmandemenWUD 1945

UuUD 1945
| | | | | |

(o) () (9 { e} (o) (o) (3]

wakil Presiden
[

Menteri Negara
ED L

Keterangan :
= Kekuasaan Legislatif : MPR, DPD, dan DPR
» Kekuasaan Eksekutif : Presiden dan wakil presiden
= Kekuasaan Yudikatif : MA dan MK
= Kekuasaan Eksaminatif : BPK

Pemisahan kekuasaan ini dilakukan ke dalam cabaipgnrg atau
organ negara yang bersifat independen, dalam ké&duodsejajar, dan saling
mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Bbeas kekuasaan
tersebut dilakukan agar kekuasaan negara tidakenteadisasi dan
terkonsentrasi ke dalam satu organ, yang memungRinkerjadinya
kesewenang-wenangan, seperti struktur kelembagasgaran Indonesia
sebelum amandemen UUD 1945 yang menganut prinsimbagian
kekuasaandistribution of powey, dalam membagi cabang kekuasaan negara.

Organ-organ tersebut (pasca amandemen) berada da&dntukan
sejajar dalam mekanisme hubungdrecks and balance®PR mempunyai
fungsi pengawasan terhadap lembaga eksekutif, itetmjak dapat
menjatuhkan presiden selain dengan alasan yandputkisen dalam UUD
1945 {mpeachment sedangkan presiden juga tidak dapat membubarkan

DPR (Pasal 7C UUD 1945). Mekanisme hubunghaecks and balances
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tersebut penting untuk menghindari adanya lembagana yang mempunyai
kekuasaan yang luar biasauper powe), sekaligus menjaga stabilitas
ketatanegaraan maupun politik di Indonesia.

Masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran nerteyang
bersifat mengawasi dan mengimbangi terhadap cakekgasaan lainnya.
Hal itu dimaksudkan agar terdapat keselarasan gghimpenyelenggaraan
kekuasaan negara dapat dijalankan masing-masirengakekuasaan, serta
agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh lembagaraegang memegang
cabang kekuasaan tertetftu

Pasal 67 Undang-Undang No 27 tahun 2009 Tentand®, ND®PR,
DPD, dan DPRD menyebutkan:

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta ipbean umum yang
dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkimwad fungsi-
fungsi yang dimiliki oleh DPR , dilaksanakan oledrtpi politik yang lulus
PT, termasuk fungsi pengawasan terhadap pemeriatam bingkaichecks
and balancesEfektifitas fungsi pengawasan yang dimiliki olBf*R tentu
akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana partai ikpoliidalamnya
melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintamdakekanismehecks
and balancesecara efektif.

Menurut penulis, hubungarthecks and balancesntara pemerintah
dengan partai politik dibagi menjadi dua mekanisisatu sisi hubungan

checks and balancesantara pemerintah dan partai politik sebagai

38 Jenendjri, Checks and balancgs
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=G&8oid=3&caid=21&qgid=3 diakses
tanggal 23 November 2010
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suprastruktur politik, disisi lain hubungachecks and balanceantara
pemerintah dan partai politik sebagai infrastrulgalitik. Dikatakan sebagai
suprastrukur politik karena partai politik dianggsgbagai ruh yang mengisi
lembaga tinggi negara yakni DPR, sehingga DPR nadsap jelmaan partai
politik yang terkonsolidasi. Sedangkan dikatakarbagai infrastruktur
politik, karena partai politik dianggap sebagaitsuastitusi/lembaga yang

berdiri sendiri yang menjadi salah satu bangunavabaolitik negara.

C. Teori Partai Politik

Teori ini digunakan berdasarkan pemahaman bahwipaposisi
adalah termasuk partai politik, dimana partai polini merupakan pilar
utama demokrasi, mempunyai fungsi-fungsi yang esgiat khususnya fungsi
untuk mengawasi pemerintah dalam bingkai negararhukemokratis.

Partai politik mempunyai posisistatug dan perananrgle) yang
sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. iParéanainkan peran
penghubung yang sangat strategis antara prosessppesnerintahan dengan
warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat hadmtea politiklah yang
sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakah Schattscheider
(1942),“Political parties created democratyKarena itu, partai merupakan
pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajelembagaannyathe
degree of institutionalizatigndalam setiap sistem politik yang demokratis.
Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pul&lodern democracy is

unthinkable save in terms of the parti&s

%7 Jimly Asshiddigie, makalahDinamika Partai Politik dan Demokrasi
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Partai Politik adalah organisasi yang bersifat ovadi dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secaraetalaas dasar kesamaan
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan bakEmkepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negarts semelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanaBi#acdan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun*945

Partai politk dalam sistem politik berkedudukan aggb salah satu
infrastruktur politik. Sri Sumantri menyatakan bahgisitem politik sebagai
kelembagaan dari hubungan antar manusia yang bdmpangan antara
suprastruktur dan infrastruktur politik. Supra ktur politik sering disebut
sebagai bangunan atas politik atau mesin poliskniietau lembaga- lembaga
pembuat keputusan politik yang sah, lembaga-lembagsebut bertugas
mengkonversi inputs yang terdiri dari tuntutan, whi@an, dan sikap masa
bodoh menjadi output yang berupa ganjaran, depridas kebijakan-
kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dapat dibenangang berbeda-beda
Montesquieu memberi nama lembaga legislatif, eksekdan yudikatif.
Lembaga Suprastruktur politik di indonesia adalembaga-lambaga yang
ada pada kehidupan politik pemerintah atau negatanesia sebagaimana
terdapat dalam UUD 1945, yang meliputi :
1).Majelis Permusyawaratan Rakyat
2). Dewan Perwakilan Rakyat
3).Presiden

4).Makamah Agung

% Undang — undang No 2 Tahun 2008 Tentang PartaikP@asal 1 butir (1)
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5).Mahkamah Konstitusi
6). Komisi Yudisial
7). Badan Peneriksa Keuangan
8).Lembaga lain peyelenggaraan pemerintahan sepentiemejaksa, polisi,
dan TNI

Sedangkan infrastruktur politik sering disebut sgghhabangunan
bawah politik atau mesin politik informal atau at@esin politik masyarakat
yang terdiri berbagai kelompok yang dibentuk atasad kesamaan sosial,
ekonomi, kesamaan tujuan, serta kesamaan-kesamaainnysd.
Pengelompokan infrastruktur politik yang paling tayadalam kehidupan
modern, misalnya:
1).Partai politik
2).0rganisasi kemasyarakatan
3).Kelompok kepentingan
4).Kelompok tokoh mayarakat
5).Kelompok penekan

6).Media pers

Menurut Carl J. Friedrich “A political, party is a group of human
beings, stably organized with objective of secungnaintening for its the
leader the control of a government, with the furtbéjective of giving to
members of the party, through such control ideal amaterial benefits an
adventages®® , (Partai politik adalah sekelompok manusia yargrganisir

secara stabil dengan tujuan merebut atau mempekahapenguasaan

%9 Friedrich,Constitutional Government and Democrabiym 419
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terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya @agalsarkan penguasaan
ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfagaag bersifat idiil
secara materiil).

Sedangkan Neumann dalam buku karyaM@adern Political Parties
menyatakan A political party is the articulate organization ociety’s
active political agents; those who are concernedhwihe control of
governmental polity power, and who compete for papsupport with other
group or groups holding divergent vievx‘}g’(partai politik adalah organisasi
dari aktifis-aktifis yang berusaha untuk menguasskuasaan pemerintah
serta merebut dukungan rakyat melalui persaingamgaie suatu golongan
atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandayagag berbeda)

Sedangkan menurut Megawati Sukarno Putri, Ketua ranRDIP,
Partai politik bukan hanya instrumen demokrasi mialkerangka untuk
mendapatkan kekuasaan secara konstitusional, tethipi dari itu, partai
politik adalah wadah untuk mengartikulasikan aspirakyat dan sebagai alat
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat

Partai politik mempunyai fungsi-fungsi yang stragegMiriam
Budiarjo menyebutkan fungsi partai politik di negatemokrasi yaitu: (i)
sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politgolitical socialization), (iii)
sarana rekruitmen politikp6litical recruitmen}, dan (iv) pengatur konflik

(conflict manageme)it.

= Sigmund Neumann.Modern Political Partie§ dalam Comparative politicA reader, diedit
oleh Harry Eckstein dan David E. Apter. The FreesBrof Glencoe, London, 1963. Him 352

“1 Megawati Sukarno Putri, http://www.pdiperjuangatif.org/v02/?mod=berita&id=158di
akses tanggal 07 November 2009

“2 Miriam Budiarjo, op.cit him 405 - 409
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Sedangkan Haryanto dalam bukunya yang berjudultdP&wolitik”

menyatakan fungsi-fungsi partai politik yditu

1) Sebagai sarana sosialisasi politik : Mengajarkaolmbi partai kepada
anggota dan para pendukungnya, serta mengajarkgmyaumempunyai
kesadaran berbangsa dan bernegara.

2) Sebagai sarana rekruitmen politik : Mencari oraagubdan mengajak
orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalamegrpslitik.

3) Sebagai sarana komunikasi politik : Sebagai penghgifinformasi antara
pemerintah dan masyarakat

4) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingdherumuskan dan
kemudian menyalurkan berbagai macam pendapat, agspmaupun
kepentingan yang ada di dalam masyarakat, kepadi pemerintah

5) Sebagai sarana partisipasi politik : Sebagai ajzawj masyarakat untuk
aktif terlibat dalam aktifitas-aktifitas politik

6) Sebagai sarana pengatur konflik : Mengatur adamybepglaan pendapat
dalam masyarakat, mengontrol agar menggunakanipgasayang sehat

7) Sebagai sarana pembuatan kebijaksanaan : Jikahsphuai merupakan
pemegang kekuasaan atas pemerintahan

8) Sebagai saran untuk mengkritik penguasa : Melaacadposisi kepada

pihak penguasa dengan cara mengkritik kebijakafjgéein yang dibuat.

Dari ciri-ciri partai politik yang dirumuskan oldHaryanto, terdapat
fungsi melancarkan oposisi kepada pihak penguasgadecara mengkritik

kebijakan-kebijakan yang dibuat. Fungsi ini sangaénting untuk

3 Haryanto, “Partai Politik’, Liberty, Yogyakarta, 1984, Him 14
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menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerigtay perkuasa dalam
mekanisme hubunganhecks and balancesgang menjadi agenda utama
penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Oposisi asal kata dari bahasa latpppositus,opponere yang berarti :
membantah, menghadapkan, menentang, menyanggadun Diahu politik
definisi oposisi adalah partai yang memiliki kekga atau pendirian yang
bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yangnjatankan
pemerintahan. Oposisi bukanlah musuh, melainkamant&anding dalam
percaturan politif¢.

Oposisi adalah gerakan penentang pemerintah atagkmigsi
kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa. Biakoleh perorangan,
kelompok atau partai politik. Sedangkan partai eposdalah partai yang
mengkonsepkan dirinya di luar dari pemerintah, dengata lain tidak
menjadi bagian dari kabinet atau eksekutif, dansikap kritis terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak pemtatin Lawan dari partai
oposisi ini adalah partai pemerintah atau partangyderkuasa dalam
pemerintahan.

Partai Oposisi memberikan gambaran kepada pubhika&ebijakan
pemerintah adalah "tidak tepat” dengan berbagajefesan dan argumentasi
yang terang dan objektif. Sebaliknya, oposisi matkha gambaran tentang
apa yang lebih baik atau seharusnya ditempuh. Dedgaikian, masyarakat

tahu dan paham tentang apa yang seharusnya ditepgmbrintah yang

* Aries Sugi Hartono,®posisi Semu dalam Praktek Ketatanegaraan Indohesia
http://ashlf.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksiat&id=31, diakses tanggal 19
oktober 2010
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ternyata berbeda dengan apa yang senyatanya dhepepoerintaf?. Dalam
pengertiannya sendiri, oposisi dapat pula disedalten jenisnya, yaitu
oposisi konstitusional dan oposisi inkonstitusion@posisi konstitusional
banyak terjadi dalam konteks mengawasi dan meigksiégala kebijakan
pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan arkanstitusi negara serta
bentuk pengawasannya dilakukan melalui cara yangstkasional pula.
Sedangkan oposisi inkonstitusional dapat diartikaahwa keberadaan
pemerintah penguasa berserta kebijakanya harustdagau dilawan secara
total dengan cara yang inkonstitusional pula, gsepgerakan ekstra
parlementer ataupun pemberontakan bersenjata. r@dai terjadi kerena
perbedaan pendangan secara mendasar yaitu id@ologi

Menurut Marcus Mietzner, gerakan oposisi akan miangaempat
fase perkembangan. Pertama, oposisi seremoniagaebana yang dialami
negara-negara Eropa akhir abad ke-18. Kedua, optessruktif-oportunis,
bahwa kelompok yang kalah dalam sebuah pemilu, ehakan bertugas
untuk merugikan pemerintahan. Ketiga, oposisi fomelastal-ideologis,
kelompok ini bukan hanya ingin menghancurkan damaihekekuasaan,
tetapi menggantikan sistem ketatanegaraan yang lkdampat, oposisi
konstruktif-demokrati¥

Gerakan oposisi yang dilakukan oleh partai poijiiga merupakan

suatu bentuk perbedaan pendapat yang dianggap wdajam demokrasi,

5 Anas Urbaningrum, Membangun Oposisi yang Demokrétik
http://www.unisosdem.org/article detail.php?aid=Z&8&oid=3&caid=22&gid=2diakses
tanggal 05 mei 2010

*® Aries Sugi Harton@p.cit

" Saiful Arif, “Membangun Oposisi yang konstruktif di Indonesia”,
http://www.balipost.co.id/BaliPostcetak/2004/7/1%4ctm diakses tanggal 19 oktober 2010
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sebagaimana dinyatakan oleh Henry B.Mayo, bahweokesi itu didasari
oleh beberapa nilai, salah satunya adalah mengakta menganggap wajar
adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyayaket tercermin dalam
keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tirlgkah Untuk hal ini
perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbukan(cgociety) serta
kebebasan-kebebasan politik (politik liberties) garmemungkinkan
timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternat#éflam jumlah yang cukup
banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering dsebatu gaya hidup (way
of life). Tetapi keanekaragaman perlu dijaga jangg@mpai melampaui batas,
sebab di samping keanekaragaman diperlukan jugatpen serta integréSi
Sehingga jangan sampai kebebasan partai politiskkumenjadi suatu partai
oposisi malah menimbulkan perpecahan kelompok yaegijung pada
disintegrasi bangsa. Hal ini tidak sesuai dengamasgat persatuan dan

kesatuan sebagaimana terkandung dalam Pancasikodsiitusi Indonesia.

*® Miriam Budiardjo, op.cit Dasar — dasar llmu Politik” HIm 116
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BAB llI

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan, fundan peranan

partai oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indandspologi penelitian

yang dilakukan dalam penulisan ini masuk dalamdaieyuridis normatif

yang hendak meneliti kaidah-kaidah hukum mengee&npbagaan partai

oposisi dalam mekanisme hubungahecks and balancesli Indonesia

terutama dengan perspektif hukum tata negara.

B. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini terdiri:dari

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yanggikat dan

didapatkan langsung dari sumbernya, meliputi:

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaB4b;
Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahanUdang-
Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang No 17 Tahun 2009 tentang perubalzenlidang-
Undang No 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum @aghewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan dbew
Perwakilan Rakyat Daerah;

Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPRD,Dan

DPRD.
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2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang daggatelaskan
analisis bahan hukum primer, meliputi:
a. Literatur-literatur terkait dengan partai oposg@gtem ketatanegaraan

dan sistem politik Indonesia;

b. Pendapat ahli hukum;
c. Artikel-artikel internet

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang mekdepetunjuk dan
penjelasan tehadap bahan hukum primer maupun bahkam sekunder,
meliputi:
a. Kamus Hukum
b. Kamus Politik
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia

C. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam peneliieadalah:

1. Pendekatan konsefg¢nceptual Approagh yaitu dengan menelaah dan
memahami konsep-kons€ppartai oposisi dalam sistem ketatanegaraan
sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu kkzbur
mengenai konsep partai oposisi dalam sistem ketgéaaan Indonesia.

2. Pendekatan sejarah Higtorical Approach, yaitu dengan menelaah
kejadian-kejadian masa lalu untuk dapat memahanuarae lebih

mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, at@u f@@ngaturan

%9 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Norm’atBayumedia, Malang,
2007, hal 391
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hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruark dalam pemahaman
maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hakemtd’.

3. Pendekatan Perundang-undanga8tatue Approach yaitu dengan
menelaah peraturan perundang-undangan yang tedkaijan masalah

hukum yang sedang ditelft.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengarodeestudi
dokumen atau penelitian kepustaka#rdry researcl).

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini diperolefarid
penelusuran kepustakaan dan penelusuran internettg naskah peraturan
perundang-undangan yang disalin sesuai dengaryaslin

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari penelusurarustagaan
pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya,t Abglumentasi limu
Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaygerpustakaan Kota
Malang, Perpustakaan Pribadi, dokumdan penelusuran internet terhadap
sejumlah literatur, pendapat pakar, dan artikekelryang dapat memperjelas
konsep-konsep hukum mengenai pelembagaan partasisopaalam

mekanismehecks and balancel Indonesia.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini ggenakan
teknik deskriptif analitik, dilakukan dengan logikeerpikir analitis secara

deduktif yakni mencari solusi sebagai kesimpulareteg pelembagaan partai

*0 Satjipto, Raharjo“llmu Hukunt, Alumni, Bandung,, 1986, him 332
51 peter Mahmud MarzukiPenelitian Hukum” Kencana, Jakarta, 2007, him. 96.
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oposisi dalam mekanisme hubungahecks and balancedi Indonesia.
Kemudian berdasarkan pemahaman yang utuh dan noueulyediharapkan
mampu mengaktualisasikan pelembagaan partai opdalam mekanisme

hubungarchecks and balanceh Indonesia secara ideal.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelembagaan Partai Oposisi Menurut Undang — Urmhg Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang dasar merupakan suatu perangkatugsarayang
menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari kmrbég kenegaraan.
UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusatake&n itu dan
memaparkan hubungan hubungan diantara m&ektenurut E.C.S Wade

dalam bukuConstitutional Lawmenyatakan bahwa UUD adalah: “ naskah
yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok lzsttem pemerintahan
suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kagan-badan tersebut
(A document which sets out the framework and praicipnctions of the
organs of government of state and declares thecjpl® governing the
operation of those orgajis™.

Sedangkan Jimly Asshiddigie menyatakan Undang-Undaasar
atau konstitusi tercakup juga peraturan tertulishbiksaan, dan konvensi-
konvensi kenegaraan yang menentukan susunan daduéeh organ-organ
negara, mengatur hubungan antara organ-organ négardan mengatur
hubungan organ-organ negara tersebut dengan waggmai. Kedudukan

UUD sangat penting sebagai hukum dasar di suataraegukum. UUD

sebagai legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara

2 Miriam Budiarjo,“dasar — dasar...” op.cit him 169-170

53 i1
ibid

>* Jimly Asshiddigie. Pengantar IImu Hukum tata Negara Jilid 1Jakarta : Konstitusi press.
2006. HIm 116
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Pengaturan tentang pelembagaan partai oposisik tisiecara
langsung (kontekstual) dapat ditemukan dalam pematuperundang-
undangan di Indonesia termasuk Undang-Undang D& sebagastaats
fundamental norm.Menurut Jimly, Undang-Undang Dasar tidak dapat
dipahami hanya melalui teksnya saja. Untuk sunggutgguh mengerti, kita
harus memahami konteks filisofis, sosio-historssia-politis, sosio-juridis,
dan bahkan sosio-ekonomis yang mempengaruhi peamya®.

Dalam UUD 1945 memang tidak mengatur tentang adsaytai
oposisi, namun ada beberapa hal, yang mengind&asikhwa pelembagaan
partai oposisi dalam sistem politik maupun ketagan@an Indonesia dapat

dibenarkan secara konstitusional.

1. Undang — Undang Dasar 1945 Menganut Asas Negara Huk
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukiapeat
dilihat dari berbagai hal berikut diantarafya

1) Bab I Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1948ara Indonesia
adalah negara hukum;

2) Bab X Pasal 27 ayat (1) disebutkan segala waeggra bersamaan
kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan waghjunjung
hukum dan itu dengan dengan tidak ada kecualinya;

3) Sumpah/Janji Presiden/Wakil Presiden ada kata-Kmemegang
teguh Undang-Undang Dasar dan segala undang-undkarg

peraturannya dengan selurus-lurusnya”;

>* Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisnig Konstitusi Press, Jakarta, 2006. him
29 -30

%% Kusnu Goesniadhie S,Perkembangan Konsep Negara Hukutnttp://kgsc.wordpress.com/
diakses tanggal 10 Oktober 2010
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4) Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28i ayat (5sedutkan bahwa
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi marsesaai dengan
prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaaamhak asasi
manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peaat perundang-
undangan;

5) Sistem hukum yang bersifat nasional; Hukum dasag tertulis
(konstitusi), hukum dasar tak tertulis (konvensi);

6) UU No 10 Tahun 2004 , tentang Sumber Hukum @ata Urutan
Peraturan Perundang-undangan;

7) Adanya peradilan bebas.

Pada abad XX ini, hampir tidak ada suatu negaragyan
menganggap sebagai negara modern tanpa menyelyadsebagai
negara berdasarkan hukum. Hal ini menandakan baomnaep negara
hukum saat ini benar-benar telah menjadi indikatoaju atau
berkembangnya suatu negara, tinggal bagaimana fxamsgara hukum
tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya da&mndkpan berbangsa
dan bernegara.

Konsep negara hukum sendiri telah mengalami perkegdn dari
masa ke masa seiring peradaban manusia yang semaakin semakin
kompleks. Pemikiran tentang negara hukum lahir ga&babentuk
perlawanan terhadap absolutisme raja-raja. Di zamadern ini, negara
hukum dapat diidentifikasi melalui adanya konstitnggara tersebut.
Konstitusi menjadi suataondition sine quanon hampir tidak ada suatu

negara yang tidak memiliki konstitusi atau undandang dasar.
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Hubungan antar konstitusi dan negara hukum adakhwéd negara
menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidugeamegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan (supremasi kistitUUD yang
mengatur mengenai pembagian wewenang, tugas dagutag jawab
kelengkapan negara, pada hakekatnya mengatur pesabakekuasaan
alat-alat kelengkapan negara tersebuHal ini berarti bahwa negara
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan lgreggaaan
kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilaldikzawah kekuasaan
hukum.

Selain pembatasan kekuasaan negara melalui kanstebagai
dasar hukum, pembatasan kekuasaan negara jugaukdifakmelalui
prinsip pemisahan kekuasaan, sebagaimana yang da&m UUD 1945,
yakni pemisahan kekuasaan negara kedalam tiga gqdukok; eksekutif
yang dilaksanakan oleh Presiden dan Wakilnya (BAB legislatif yang
dilaksanakan oleh MPR, DPR, dan DPD (BAB Il, BABIMilan BAB
VIIA) , dan yudikatif yang dilaksanakan oleh MA dstK (BAB IX).

Ketiga cabang kekuasaan negara tersebut terpisamurate
fungsinya masing-masing kedalam suatu lembaga aegeamun tetap
dalam mekanisme hubungd®hecks and balancesintuk menghindari
adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat dilaknlednlembaga
negara tersebut. Menurut Jimly Asshiddigie adangters checks and
balancesmengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur,adibaahkan

dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyailahan kekuasaan

°" Bagir Manan, Disertasi op.cit
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oleh aparat penyelenggaraan negara yang mendudbkitan dalam
lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangadesepaik-baikny4

Pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi pdiasip
pemisahan kekuasaan secdthecks and balancesmnenggambarkan
betapa besarnya kekuasan yang dimiliki oleh negsehjngga harus
dilakukan pembatasan terhadap kekuasaan yangldimgdi

Partai oposisi merupakan salah satu partai pol@nyusun
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan sa&éh lembaga
tinggi negara yang mempunyai fungsi legisldsgiglatior), pengawasan
(control), dan anggararb(idgeting.

Pasal 67 Undang-Undang No 27 tahun 2009 Tentan®, PR,
DPD, dan DPRD menyebutkan:

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta ijban umum
yang dipilih melalui pemilihan umum

Sehingga dapat dikatakan bahwa Efektifitas lembd2@R
bergantung pada efektifitas partai politik di datgm melaksanakan
fungsinya secara efektif., termasuk partai oposisig mempunyai posisi
sangat penting untuk melaksanakan furigjsecks and balancesrhadap
pemerintah atau eksekutif. Partai oposisi menjatiapan besar bagi
masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui BfRBra ideal dan

konsekuen.

> Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalismig Konstitusi Press, Jakarta, 2006. him
59
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2. Undang-Undang Dasar 1945 Menganut Asas Demokrasi §g

Menjamin Hak Beroposisi
Hukum yang baik adalah hukum yang dilandasi olela ji

demokrasi. Mengutip pendapat Mahmud MD yang methgatabahwa
antara hukum dan demokrasi adalah seperti duansitsi uang yang tidak
dapat dipisahkan satu sama lain. Dari sini dapaimgiulkan bahwa
kualitas demokrasi suatu negara akan menentukalitasudaukumnya.
Negara-negara yang demokratis akan melahirkan hujamg berwatak
demokratis, sedangkan negara yang otoriter ataudeorokratis akan
lahir hukum yang non-demokratis pula. Senada dendjarly yang
menyatakan bahwa harus pula ada jaminan bahwa hutkureendiri
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip oleasi. Karena
prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum idisgpada pokoknya
berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itnsyri negara hukum
hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prprénsip demokrasi
atau kedaulatan rakyailgmocratische rechtsstat

Pasal 28E UUD 1945:

(2) : Setiap orang berhak atas kebebasan meyé&kipércayaan,
menyz_itakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya;

(3) : Setiap orang berhak atas kebebasan bersenddumpul,
dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berserikat termasuk salah satu ciri yang

mengindikasikan bahwa negara tersebut merupakaaradgikum yang

demokratis.International Commission of Juristang merupakan suatu

% Jimly Asshiddigie, Perubahan Struktur Ketatanegaraan Indonesia PaseaiPahan Keempat
UUD 1948, makalah, disampaikan di seminar pembangunan rhukasional VI, Denpasar,
Depkumham, him 4
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organisasi ahli hukum internasional dalam konfergms di Bangkok

tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasauk u

terselenggaranya pemerintah yang demokratis di aale of Law

adalafi’

1. Perlindungan konsititusional, dalam arti bahwa kituns, selain
menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula gaosedural
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yargti.

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memiiadegpendent and
impatrtial tribunalg

3. Pemilihan umum yang bebas

4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat

5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beropsisi

6. Pendidikan kewarganegaraaniv(c educatioh

Masyarakat memiliki kebebasan untuk mendirikanskatompok
dengan tujuan apapun selama tidak bertentangan adergkum.
Kebebasan untuk berasosiasi ini juga dapat dilidlati instrumen-
instrumen hak asasi manusia yang berlaku univeraapun yang terbatas
dan berlaku dalam lingkup regional. Diantaranya laddJniversal
Declaration of Human Right§UDHR) dan International Covenant on
Civil and Political Right§ICCPR). Pasal 20 ayat (1)DHR menentukan,

“everyone has the right of peaceful assembly argbeaiation”. Sub-title

€0 Miriam Budiardjo., Dasar — dasar llmu Politik’ PT Gramedia, Jakarta, 2008, Hlm 116
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(2)-nya lebih lanjut menegask&amo one may be compelled to belong to
an association’*

ICCPR (international covenant on civil and political rigitdalam
pasal 22 ayat (1) menentukan:

everyone shall have the right to freedom of assiariavith others,

including the right to form and join trade uniors the protection

of his interest§?

Dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) secara tegagatedan
“setiap orang berhak atas kebebasan berserikatkuieul, dan
mengeluarkan pendapat”. Pada hakikatnya setiap goramang
berserikat/berorganisasi mempunyai tujuan agardegekspresi, aspirasi
dan gagasan yang mereka punyai diketahui olehkpubli

Salah satu bentuk berserikat dalam suatu negarakiatis adalah
membentuk suatu partai politik. Pada intinya kebahadalam peri
kehidupan bersama umat manusia itu adalah bermaia kebebasan
berpikir freedom of thought Dari kebebasan berpikir itu lah selanjutnya
berkembang prinsip-prinsigréedom of belief”, “freedom of expression”,
“freedom of assembly”, “freedom of association”,€édom of the press
dan sebagainya dan seterusnya. Oleh sebab it &tu kondisi yang
sangat diperlukan bagi dinamika pertumbuhan dakepdvangan partai
politik di suatu negara, adalah iklim kebebasarmpiier Artinya, partai
politik yang baik memerlukan lahan sosial untuk lbutm yaitu adanya

kemerdekaan berpikir di antara sesama warga negargy akan

81 Jimly Asshiddigie. Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai poldén mahkamah
konstitusi”. sekjen dan kepaniteraan MK RI. Jakarta, 2006. Bllm
*? Ibid
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menyalurkan aspirasi politiknya melalui salah ssaluran yang utama,
yaitu partai politik>.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifatoradi dan dibentuk
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara edakatas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangka membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dagara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Irelangerdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Repuldinésia Tahun
1945* Partai politik merupakan pilar utama demokrasireka pucuk
kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekydify Presiden dan
Wakil Presiden sebagaimana rumusan dalam UUD 1848IBA ayat (2),
bahwa ‘talon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkéhdartai
Politik atau gabungan Partai Politik”. Artinya hak tersebut secara
eksklusif hanya diberikan oleh konstitusi kepadatgpgpolitik. Karena
itulah, semua demokrasi membutuhkan partai pofaikg kuat dan mapan
guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, mataéri demi
kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasaamKaG(E.

Hal hal tersebut mengindikasikan bahwa saat intapgrolitik
dalam suatu negara demokratis sangatlah mutlakldliae, karena itu

dikatakan bahwa kegagalan sekaligus keberhasilarefgp@ahan dalam

2 Jimly Asshiddigie, makalahDinamika Partai Politik dan Demokradilm 8

* Undang — Undang No 2 Tahun 2008 Tentang PartiilPoli

55 Arif Hidayat, “Stabilitas Demokrasi dalam Sistem Multi Partai d@nesidensialisme”2008,
FH UNNES,_http://matahatith.wordpress.com/2009/T&tabilitas-demokrasi-dalam-sistem-
multi-partai-dan-presidensialisme-indonesaiakses tanggal 4 November 2010
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melayani dan memakmurkan masyarakatnya adalah &kegagdan
keberhasilan partai politik menjalankan fungsingeasa efektff.

Partai politik merupakan salah satu dari bentukemébhgaan
sebagai wujud ekspresi ide-ide, pikiran-pikiramgengan dan keyakinan
bebas dalam masyarakat yang demokratis, termastki p@osisi, yang
oleh UUD 1945 diberi kebebasan mempunyai pandadgarideologinya
sendiri selama tidak bertentangan dengan Pancdaianorma hukum
yang berlaku. Sebagaimana yang dinyatakan olehyHgmayo, bahwa
demokrasi mengakui serta menganggap wajar adangaekaragaman
(diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalaeanikekaragaman
pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. Untuk ima perlu
terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (opetycserta kebebasan-
kebebasan politik (politik liberties) yang memunwéan timbulnya
fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jamyang cukup bany&k.

Jaminan hak asasi manusia, persamaan di muka hukum,
perlindungan hukum, dan asas legalitas bertujuatukumenghindari
negara atau pemerintah bertindak sewenang-wéhang

Pasal 28D UUD 1945:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 281 UUD 1945:

(2) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragdrala,

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebag#aui
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas

% Koirudin, “partai politik & agenda transisi demaki”, Jakarta, Pustaka Belajar, 2004
® Miriam Budiardjo, ‘Dasar — dasar lImu Politik”Op.cit HIm 116
% Bagir Manan“Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.,.ap.cit, him 65
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hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manasig y
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Instrumen HAM yang diatur oleh konstitusi merupakanud dari
perlawanan terhadap konfigurasi politik pada masbelsim reformasi
yang seringkali melanggar HAM. Dalam sidang peraimatamandemen)
UUD 1945, hampir semua fraksi di DPR yang mengusullagar
pengaturan tentang HAM dalam UUD 1945 ditambah,amya Fraksi
Utusan Golongan pada saat pembahasan perubahan WD
mengusulkan agar ada perluasan hak-hak warga negdatui penegakan
HAM dengan menghormati prinsip anti diskriminasiiflg agama, dan
gender, hak beroposisi dan hak berpartisipasiiplit

Pemerintah harus mengakui dan menghargai pendangdeda
partai oposisi, sebagai konsekuensi logis dari gemggaraan demokrasi.
Partai oposisi harus diposisikan adil dan sedemggigan partai-partai
politik manapun sebagaimana dinyatakan dalam A&shuruf a UU No
2 Tahun 2008 tentang partai politiKhahwa partai politik memperoleh
perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari nejar Berdasarkan
pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, apapurlogiepartai politik
(nasionalis, religius, atau sosialis), apapun diah misi yang dibawa,
apapun kebijakan yang dilaksanakan termasuk memgadai oposisi,
selama tidak bertentangan dengan undang-undangs tdiperlakukan
sama, sederajat, dan adil oleh negara.

Pemerintah tidak boleh melampaui atau melanggar &sdsi

manusia, tidak boleh melarang seseorang ataup@hosaok orang yang

% Setjen MPR RI, 2008, Risalah Perubahan UndangdabimDasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (1999 — 2002) tahun sidang 1999, Jalketien MPR RI, him 29
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mempunyai mempunyai keyakinan dan pendapatnya rgerdiak
membeda-bedakan orang karena alasan-alasan yakgsatt dan semua
perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasaéda ketentuan
(hukum) yang berlakd.

Dari analisis di atas dapat simpulkan bahwa pelgada partai
oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ddipaharkan secara
konstitusional. UUD menganut prinsip negara hukuamgy mengharuskan
adanya pembatasan kekuasaan negara serta menjutinggy adanya
pengawasan terhadap pemerintah sebagai pemegan@likenah politik
bangsa. UUD juga menganut paham demokrasi, dengafamin eksistensi
HAM, termasuk hak untuk beroposisi. Demokrasi ddalaistem
pemerintahan yang menghargai pendapat sebagai eskspublik serta
mengakomodasi pandangan yang berbeda. Demokrasi kedebasan
berbicara tidak dapat dipisahkan bahkan saling oeskgn. Rakyat
mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinyaise Begitupula
partisipasi politik yang sama bagi semua rakyatuWiitu, pemerintah patut
memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga megdalam
menjalankan hak politlt. Pemerintahan sebuah negara adalah cerminan dari
kehendak rakyat, bagi rakyat Indonesia kehendagelert harus sesuai
dengan jati diri bangsa, yaitu bangsa yang demiéktlain menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia serta bangsa yang komitmen depgaagakan hukum

dan keadilaff.

0 Bagir Manan, Loc.cit
* Green Community‘Teori dan Politik...”, Op.cit him 163
2 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonegjalakarta : Konstitusi Press.2006. him 132
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B. Urgensi Partai Oposisi Dalam Melaksanakan FungsiChecks and

balancesTerhadap Pemerintah di Negara Hukum yang Demokras.

Sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelurbayaya
partai politik jika kita lihat dari sudut pandangsgsinya dalam menjalankan
peran dalam sistem ketatanegaraan, terbagi medjaligolongan , yaitu
golongan partai pendukung pemerintah/partai beekimsgroup) dan partai
oposisiftidak berkuasa (out-grodp) Partai yang berkuasa sering dapat
diidentifikasikan denganstatus quo dengan kecenderungannya yang
konserfatif, sedangkan partai-partai yang tidakkb&sa, yang menantang
biasanya merupakan partai yang menghendaki pernbddra pembaharuan.
Partai oposisi biasanya terbentuk karena partai tidak berhasil
memenangkan suara mayoritas pada pemilihan umusidpre

Partai-partai oposisi di berbagai dunia memilikiradéderistik dan
tujuan bermacam-macam, bahkan tidak jarang papasisi melancarkan
aksi pemberontakan untuk menggulingkan pemerintghag berkuasa pada
saat itu hingga berujung pada kudeta, sebagaimamaalp terjadi di
Madagaskar pada tahun 2009.

Purwoko, pustakawan dari Universitas Gajah Madagmemnkakan
bahwa sebenarnya ada beberapa konsep dari suaisig@mg menunggangi

partai politik, konsepnya adalah sebagai beffkut

3 Miriam Budiardjo. ‘Partisipasi dan Partai Politik” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1998.
Hal 78

’* Purwoko,“Mengenal Konsep Oposisi‘http://purwoko.staff.ugm.ac.id/web/index.php/200a7/1
diakses tanggal 10 juni 2010
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1. Oposisi Seremonial

Dilihat dari asal katanya, seremoni berarti resri@uaformal.
Oposisi jenis ini  telah ditentukan orangnya, kadiahnya bahkan
fungsinya. Melihat sejarah Indonesia pada masa bade, DPR sebagai
oposisi seremoni karena keanggotaannya ditentukatn menguasa dan
fungsinya juga ditentukan, sebagai “pelantun lgggrherintah, setuju atau
tidak (atau lebih tepatnya DPR sebagai boneka petak). Suharto
membentuk suatu demokrasi semu. Dikatakan semun&asEcara
prosedural demokrasi itu ada, namun rezim Suhar@manopoli
pemerintahan pada waktu itu dengan otoriter. Sefairkggmudian hal-hal
seperti ini justru menjadikan bom wantu bagi pentah. Ketidakpuasan
muncul, yang akhirnya kerinduan akan perubahan gug@uncak. Hingga
memunculkan oposisi non formal yang berbentuk asgenorganiasi non
pemerintahan. Sebut saja MAR [Majelis Amanat Raky@RD [Partai
Rakyat Demokratik], yang berjuang ekstra parlenrertPposisi-oposisi
nonformal inilah yang memunculkan sosok-sosok bgang mampu
membukakan mata rakyat akan kebobrokan penguasa.

2. Oposisi Destruktif — opurtunis

Oposisi jenis ini berusaha untuk selalu merusak geémerintahan,
dari sudut pandang apapun. Kebijakan yang dianekals disikapi secara
diametral. Kelemahan-kelemahan selalu dicari. Dengharapan
kewibawaan penguasa runtuh dan kudeta bisa dilakukgposisi ini
menginginkan kejatuhan penguasa secepat mungkimngsm kaum

oposan bisa segera mengambil alih. Contoh opcasiss jni adalah pada
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periode demokrasi liberal (1945 — 1959) dimanangekali pihak oposisi
kemudian menyatakan mosi tidak percaya yang meibkabaPerdana
Menteri dan kabinetnya silih berganti dalam walkdngy sangat dekat.
. Oposisi fundamental ideologis

Perlawanan yang dilakukan oposisi jenis ini tide&nya pada
dataran kebijakan saja. Namun sampai ke tatarasloigis. Tidak jauh
berbeda dengan oposisi jenis kedua, jenis ini nmgigkan kejatuhan
penguasa, untuk segera bisa digantikan. Namun demplenggantian ini
tidak sekedar penggantian penguasa semata, lebih $mampai ke
ideologis. Artinya menggantikan dasar negara semefgan dasar yang
dianggap lebih baik. Kaum oposisi fundamental idgmsl ini tergerak
menjadi oposisi karena dorongan faham. Entah iteanelar pada religi,
sosialisme, komunisme, nasionalisme, pluralisme ldanlain. Contoh :
PKI yang telah dua kali melakukan pemberontakangaenmembawa
ideologi komunis
. Oposisi konstruktif demokratis

Kelompok oposisi ini meletakkan dasar perjuangamekee pada
kepentingan umum. Berbeda dengan oposisi sebelurgagg hanya
memperjuangkan kepentingan kelompok sehingga adeehghiran tiga
jenis oposisi pertama justru menjadikan kacaunignéa yang ada. ketiga
oposisi sebelumnya hanya akan menggantikan ofiariiame lama
dengan otorianisme yang baru. Dalam oposisi kotfruidemokratis,
oposisi difungsikan semabagi penyeimbang peme@ntatengan tetap

melihat sisi positif yang telah dicapai, dengampeimemperjuangkan
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demokratisasi pemerintahan, dan menempatkan kegantumum di atas

kepentingan golongan.

Dari keempat bentuk oposisi yang menunggangi ppditik tersebut
oposisi konstruktiflah yang benar-benar mempunyaitibusi positif bagi
stabilitas negara. Berbeda dengan bentuk oposstiutktif yang semata-mata
berharap jatuhnya penguasa, oposisi konstruktif udadra
mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secaraalid Jika kebijakan-
kebijakan pemerintah di pandang merugikan maka apaxposisi
mengkritiknya dengan memberi alternatif-alterngtényelesaian kepada
pemerintah. Namun jika pemerintah membuat kebijakang baik, partai
oposisi tidak serta merta tetap mencari kesalaleaat&han, tetapi menggaris
bawahi untuk melihat konsistensi terkait kebijakann

Dewasa ini peranan partai oposisi dalam sebuahraetmmokratis
menjadi sangat penting (urgen) dan dibutuhkan sebagtra tanding
pemerintah gparring partnej dalam mekanisme hubungashecks and
balances.Beberapa hal yang menjadi alasan partai oposisgdep penting

dalam penyelenggaraan negara yang demokratis:

1. Partai Oposisi Sebagai Pengawas Pemerintah
Menurut konstitusi, pemerintah sebagai pelaksartangrundang
(eksekutif) diawasi oleh lembaga tinggi lainnya gakedudukannya
sejajar, yakni DPR. Pasal 20A UUD 1945 ayat (1):

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legslafungsi
anggaran, dan fungsi pengawdsan

’® Undang — Undang Dasar Negara Republik IndonesiauiTa945, Pasal 20 A Ayat (1)
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Pasal 70 ayat (3) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPD,
dan DPRD menyatakan :

(3) Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawagas
pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pengawasan DPR terhadap pemerintah berfungsi unéumcegah
adanyaabuse of power oleh pemerintah. Sebagai pelaksana undang-
undang, pemerintah memliki peran yang sangat pgu@tam pencapaian
cita-cita atau tujuan bangsa yang berlandaskan cd3da. Peran
pemerintah dalam suatu negara diibaratkan sebagaegang kemudi
dalam sebuah kendaraan, kearah mana perkembangdn segara
tergantung bagaimana pemerintah menggerakkan |leakoaga.
Pentingnya posisi pemerintah dalam penyelenggake8oasaan negara
mengharuskan adanya pengawasan yang ketat olelagamiegara lain
yakni DPR.

Dalam sistem pemerintahan presidensial sebagaiyeama dianut
di Indonesia, presiden tidak bertanggung jawabdang terhadap DPR,
begitu pula sebaliknya. Sehingga pada hakekatriyagse lembaga yang
berbeda namun dalam posisi yang sejajar, secahadatin kelembagaan,
DPR mempunyai kewajiban mengawasi presiden sepgedng
diamanatkan oleh konstitusi, tanpa ada interveasiledmbaga negara lain.
Dalam prakteknya, DPR tetaplah merupakan lembanggitinegara yang
tersusun atas partai-partai politik yang Ilulus PPar(iamentary
Threshold, termasuk partai politik yang berkuasa dalam pertehan,

sehingga pengawasan DPR secara kelembagaan teripadagrintah,
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sedikit banyak akan dipengaruhi oleh anggota pamterdari partai
pemerintah dan para anggota partai koalisinya yehatif akan lebih
mendukung pemerintah.

Kondisi ini dapat menyebabkan pengawasan lembagd& DP
terhadap pemerintah tidak efektif. Untuk memperKuagsi pengawasan
lembaga DPR sebagai lembaga tinggi negara yang omgmap fungsi
pengawasan terhadap pemerintah, maka diperlukamnyadzartai oposisi
dalam parlemen. Partai oposisi yang diharapkarutgat partai oposisi
yang konstuktif. Partai yang benar-benar melakulkangsi kontrol
terhadap pemerintah. Partai oposisi ini akan mékakdungsichecks and
balancegerhadap pemerintah agar tidak terjalolise of power

Segala kebijakan pemerintah diawasi, mulai perumusagga
implementasinya. Jika kebijakan-kebijakan pemehintdi pandang
merugikan maka partai oposisi mengkritiknya dengeemberi alternatif-
alternatif penyelesaian kepada pemerintah. Namuika pemerintah
membuat kebijakan yang baik, partai oposisi tidaktas merta tetap
mencari kesalahan-kesalahan, tetapi menggaris bawaink melihat
konsistensi terkait kebijakannya, sehingga akan jaderpertimbangan
apakah kebijakan pemerintah tersebut lebih bai&nflitkan atau malah
dihentikan. Ignas Kleden dalam "Indonesia Sebddtipia” (2001)
menulis, fungsi kritik dalam dua aspek: memperikgat pemerintah
terhadap kemungkinan salah kebijakan dan salahakarmd 6in of
commissioh dan menunjukkan apa yang harus dilakukan penaérint

tetapi justru tidak dilakukannyai@ of ommission
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Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peafer
partai oposisi juga dilengkapi dengan hak sebagantak anggota DPR
yakni hak untuk meminta keterangan (interpelasik tntuk menyelidiki
(angket), hak pernyataan pendapat (resolusi), imakkumemperingatkan
tertulis  (memorandum), dan bahkan hak untuk menuntu
pertanggungjawaban presiden ketika melakukan petaag hukum
sebagaimana ditentukan konstitusigeachment

Pasal 77 Ayat (1) UU No 27 Tahun 2009, tentang MPRR,
DPD, dan DPRD.

(1) DPR mempunyai hak

a. Interpelasi;
b. Angket; dan
c. Menyatakan pendapat.

Partai oposisi membuat pemerintah harus selalu raegkan dan
mempertanggungjawabkan mengapa suatu kebijaksad@ambil, apa
dasarnya, apa pula tujuan dan urgensinya, dan decga bagaimana
kebijaksanaan itu akan diterapkan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa hububacks and
balances antara pemerintah dengan partai politik dibagi jadindua
mekanisme. Disatu sisi hubungahecks and balancemntara pemerintah
dan partai politik sebagai suprastruktur politilsigl lain hubungarhecks
and balancesantara pemerintah dan partai politik sebagai itfuésur
politik. Dikatakan sebagai suprastrukur politik d@aa partai politik
dianggap sebagai ruh yang mengisi lembaga tingganaeyakni DPR,
sehingga DPR merupakan jelmaan partai politik yaedkonsolidasi.

Sedangkan dikatakan sebagai infrastruktur politkiena partai politik
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dianggap sebagai suatu institusi/lembaga yangrbestidiri yang menjadi
salah satu bangunan bawah politik negara.

Selain pengawasan yang dilakukan melalui lembag#&man,
partai oposisi juga dapat melakukan fungsi pengawais luar parlemen,
bekerja sama dengan infarastruktur politik lain ainiga gerakan
mahasiswa, masyarakat, pers dan lain-lain. Dalamo#&esi, pers juga
mempunyai peranan yang sangat penting. Di negakeibdang seperti
Indonesia, negara telah sering menekankan pemtingers dalam prose
nation building. sebagaimana pernah diucapkan oleh Presiden tSuhar
dalam pidatonya pada hari Pers Nasional tahun’$989

“Sebagai bagian integral dalam masyarakat, bangsa négara
yang sedang berkembang, maka pers memiliki pergeating
dalam membantu mengelola bangsa ini dengan semua
kerumitannya melalui diseminasi berita, opini, id&rapan ke
masyarakat...... Media dalam konteks ini telah memaineran
membantu membangun dan melestarikan kesatuan dsatysn
sebagai sebuah bangsa”

Pers menjadi sarana penghubung antara masyaraigdrdaegara.
Kaitannya dengan oposisi adalah, karena perananspegat besar itulah
yang menyebabkan pers bertendensi untuk disalakgon&Pemegang
kekuasaan dapat menggunakan pers sebagai alaik poigncapai
tujuannya, serta kemudian digunakan sebagai algpapanda negara.
Berdasarkan hal ini maka peran partai oposisi adamgat dibutuhkan
untuk mengimbangi pengaruh besar pemerintah daleedianmassa
sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yeaopgorsional,

tidak hanya dari satu pihak saja. Lembaga perstdapajadi media bagi

7% Siti Amina , “Politik Media, Demokrasi, dan Media PolitjkArtikel
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partai oposisi untuk mengawasi, mengkritisi kelajkpemerintah, serta
menawarkan alternatif kebijakan agar diketahui ohalsyaraka luas.
Pengawasan ekstraparlementer ini tentunya juga shaetap
berlandaskan pada koridor demokrasi sebagaimang yamanatkan
konstitusi, dengan menjunjung tinggi kebebasan dretppat yang

bertanggung jawab.

. Partai Oposisi Sebagai Penyeimbang Kekuasaan Permtah

Salah satu prasyarat terselenggaranya suatu negarg
berdasarkan hukum adalah adanya pembatasan kekusesgara. Melalui
suatu konstitusi atau undang-undang dasar, neg&myaienggarakan
kekuasaannya sesuai dengan batasan-batasan yaig diétapkan.
Adanya pembatasan kekuasaan negara dilakukan asekagsekuensi
prinsip yang berkembang pada saat ini, sebagai mdamgatakan oleh
Lord Acton : power tends to corrupt, but absolutely power cotrup
absolutely. Pernyataan tersebut pada intinya mengandung pesianab
sebaik apapun suatu penguasa dalam menyelenggakaekaasaannya,
tetap mempunyai tendensi untuk disalahgunakan.

Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan negardn adtdaya
pembagian penyelenggaraan kekuasaan secara ve(dikaiibution of
powed, serta pemisahaan kekuasaan secara horizosgeglar@tion of
powel. Pemisahan kekuasaan ini dilakukan ke dalam gababang atau
organ negara yang bersifat independen, dalam k&dudsejajar, dan

saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain
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DPR sebagai lembaga tinggi negara dikenal sebagabdga
legislatif, padahal lembaga parlemen itu dalararsé Eropa sebenarnya
dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi weengendalikan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Bahkan igidalemen itu sendiri
berasal dari kata Perancipafrle yang berarti to speak berbicara.
Artinya, yang lebih diutamakan dari parlemen itwgalasarnya adalah
fungsi ‘controlling, bukan ‘legislation.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, b&iw
merupakan lembaga tinggi negara yang terkompos$edi partai-partai
politik yang lulus PT termasuk partai politik pernméah beserta partai
politik koalisinya. Koalisi yang terbentuk bukanlaanpa kompensasi.
Partai politik dalam lingkaran koalisi tentu akaremdapat keuntungan
tertentu misalnya memperoleh kursi menteri, membamesiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Partai koalisi petaér tersebut
mendukung dan ikut mengimplementasikan kebijakdnjkiean yang
dicanangkan.

Hal ini tentu sangat membahayakan posisi DPR selsatgh satu
elemen dari struktur kelembagaan negara. Semakipakapartai politik
pemerintah beserta koalisinya mendapatkan kurgadiemen, semakin
besar pula kemungkinan fungsi-fungsi yang dimibkth DPR menjadi
kurang efektif dikarenakan besarnya kekuasaan ekfefang masuk
kedalam kekuasaan legislatif.

Sir Robert Menzies, mantan pemimpin oposisi sekaligyantan

Perdana Menteri Australia menyatakan dalam artjeeln “function of an
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Opposition is to be quite unhesitating in its winess to debate large
matters of policy, to criticize the Government \@esn those matters, to
put forward and maintain its own. Only in this waill Parliament serve
its function of giving expression to contendingnogis which in fact exist
in the community”.

Hadirnya partai oposisi di dalam parlemen, menghinddanya
monopoli kekuasaan eksekutif yang kemudian dapajadian parlemen
sebagai lembaga pemberi stempel, melegitimasi @edadbijakan
pemerintah tanpa ada proses filter yang beranada eksekutif dapat
leluasa mengarahkan kekuasaannya kearahmanapua taapbatan,
bahkan lembaga tinggi negara sekalipun.

Pada periode 2009-2014, Pemerintahan SBY didukuagpriias
meliputi enam partai di DPR, yaitu Partai Demolr48 kursi, Golkar 107
kursi, PKS 57 kursi, PAN 46 kursi, PPP 37 kursin dRKB 28 kurse,
sehingga total pendukung pemerintaha SBY di pamersebanyak
75,53%. Sedangkan kubu yang dikenal selama ini gsgebaposisi
persentasinya hanya sekitar 24,47 persen (137)kgasg komposisinya
terdiri atas tiga partai meliputi PDIP dengan peinah 94 kursi, Gerindra

26 kursi, dan Hanura 17 kufsi

" Robert Menzies, The Function of the Opposition in Parliamént
http://www.menziesvirtualmuseum.org.au/transcripasfottenPeople/Forgotten25.hfml
diakses tanggal 5 januari 2011

8 Adi Suryadi,Kalkulasi Politikdan MoralitadDPR
http://metronews.fajar.co.id/read/84077/19/kalkiifaditik-dan-moralitas-dprdiakses tanggal
3 November 2010

" ibid
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Gambar 4
Peta Kekuatan Koalisi Pemerintah dan Oposisi di Pdemer

M Koalisi Pemerintah  ® Oposisi

Kalkulasi kursi parlemendi atas mengambarkan bagaima
kuatnya kekuasaarpowel) yang dibangun beasna koalisinya diperioc
2009-2014ni. Posisi menteri yang diberikan terhadap patditik koalisi
tentu akan berimplikasi terhadap kinerja partaitjailerebut di parlemn.
Partai oposisi harus ber-benar bekerja ekstra keras membenc
kuatnya pengaruh pemerintah di parlemen. Pien membutuhkan part
yang secara diametral berbeda posisi dengan pedaterikarena denge
ini fungsi kontrol akan berjalan efek

Eksistensi partai oposisi dalam parlemen diharapkapal
memperkuat kedudukan parlen sebagai lembaga yang bebenar
mewakili rakyat sesuai dengan asas kedaulatan trattgam negar
demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yandeudigmrakan ate
kehendak rakyat. Pemerintah yangkuasa harus mengembalikan -
hak sipil kepada warga negara atau rakWujud dari kelaulatal yang

didasarkan pada musyawa untuk mencapai mufakat terlihat dal
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Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga yang menjadi wakidyat ini
menjalankan fungsi sebagai mitra, sekaligus sebagangontrol

pemerintaf?.

3. Partai Oposisi Sebagai Penyedia Alternatif Kebgkan

Dalam melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintphrtai
oposisi melihat mengapa suatu kebijaksanaan diampé dasar, tujuan
dan urgensinya, serta dengan cara bagaimana kedma#n itu akan
diterapkan. Dalam rangka membantu demokratisasiatarpemerintahan
yang konstitusional, oposisi secara efektif har@spértisipasi dalam
proses pemerintahan, lebih khususnya selama pesdralo legislatif di
mana ia tidak hanya akan mengkritik kebijakan tefaga mengusulkan
program dan kebijakan alternatif yang lebih baik.

Sebagai kekuatan politik yang kritis dan korekpfrtai oposisi
dapat secara terbuka menganalisis kelemahan-ketemiebijakan yang
diambil oleh pemerintah dan mengungkapkan pada ikpukdgar
masyarakat paham terhadap kebijakan yang dilakaangemerintah
tersebut. Seperti yang dikatakan Wolly, staf pesigaji Universitas
Kristen Artha Wacana Kupang, partai oposisi adalafira debat
pemerintah untuk menyajikan konsep alternatif téalpasebuah konsep
pembangunan kemasyarakatan atau konsep lainnya yhgggas
pemerintah. Konsep alternatif yang ditawarkan paasisi tersebut akan

dibahas lagi bersama pemerintah untuk melahirkanede tesis bersama

80

Andi Agung,_http://andi-agung.blogspot.com/2010Mwungan-antara-
demokrasikedaulatan.htpdiakses tanggal 07 Mei 2010.
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dalam memperlancar program pembangunan bagi kegentimasyarakat
luag™.

Partai oposisi yang konstruktif, tidak dengan sgngeenimbulkan
citra buruk pemerintah dengan hanya berusaha mehkedemahan-
kelemahan pemerintah, tetapi juga mempunyai iifisiatemberikan
alternatif kebijakan yang harus dilakukan.

Jika publik tahu dan mengerti bahwa ternyata kihijgpemerintah
kurang tepat, karena oposisi telah bekerja memderilgambaran,
termasuk gambaran alternatif kebijakan yang lebdik bdan yang
seharusnya ditempuh, maka sesungguhnya oposisiglagabekerja untuk
mendidik masyarak¥t Sehingga partai oposisi sekaligus telah
melaksanakan fungsi pendidikan politik terhadapyaizsat.

Dengan alternatif kebijakan yang diinisiatifkan dan baik, tentu
dengan sendirinya masyarakat dapat menilai kehijakeanakah yang
tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang lebilr, besaingga akan
menjadireward tersendiri bagi partai oposisi.

Di Kanada bahkan pihak partai oposisi membentukuskabinet
bayangan yang diisi oleh berbagai tokoh di intepaatai oposisi tersebut,
“In organizing their questioning of the governmempposition parties

often form shadow cabinets , where opposition sgukesons are

81 Nico Wolly, “PDIP Tidak Lebih dari Lelucon Politikstaf pengajar di Universitas Kristen
Artha Wacana Kupang,, http://berita.kapanlagi.cafitig/nasional/pengamat-pdip-tak-lebih-
dari-lelucon-politik-2q3spen_print.htrrdiakses tanggal 5 Desember 2010.

# Anas Urbaningrum, “ Membangun Oposisi yang Demdkat
http://www.unisosdem.org/article_detail. php?aid=F&80id=3&caid=22&gid=2diakses
tanggal 05 mei 2010
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responsible for criticizing specific cabinet miniss or portfoliog®. Dan
para tokoh ini pun seperti halnya menteri dalamirketbpemerintah yang
sebenarnya, membawahi beberapa bidang misalnya pajtahanan,
pertanian, ekonomi, dan lain-lain. Beberapa meritayiangan ini sangat
gencar sekali dalam menggunakan pers untuk menawaKkepada
masyarakat beberapa kebijakan alternatif yang tlibDentunya hal ini
bisa bertujuan untuk membantu pemerintah dalam anensolusi
kebijakan tertentu, sekaligus juga bisa bertujugar anasyarakat dapat
membandingkan mana yang lebih baik antara kebijagamerintah
dengan kebijakan yang ditawarkan oleh pihak paspasisi. Hal yang
pasti adalah, semakin banyak opsi alternatif texpagsuatu kebijakan,
maka akan semakin besar kemungkinan dipilihnyaj&ledm secara tepat

(efektif).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa gerakan sigpoyang
terlembaga kedalam partai politik menjadi suatuukelvan dalam kehidupan
negara yang demokratis. Dengan berada di luar dirsgk pemerintah, partai
oposisi mempunyai fungsi sebagai pengawas pemiyinianyeimbang
kekuasaaan pemerintah, serta penyedia alternaijbikan.

Eksistensi partai oposisi merupakan suatu keniscagalam negara
yang demokratis, Partai Oposisi harus diterima gabbagian integral dari
budaya demokrasi bangsa. Oposisi dimaksudkan hadink menjamin

keterbukaan demokrasi dan memastikan bahwa mondap&liasaan atas

8 Jay Makarenkd;The Opposition of the Canadian House of CommoRsle, Structure, and
Powers”, http://www.mapleleafweb.com/features/oppositiamadian-house-commons-role-
structure-and-poweysliakses tanggal 5 Januari 2011
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dasar apapun tidak boleh terjadi. Kehadiran op@kan memperkuat pilar
demokrasi, karena demokrasi mempersyaratkan aden@@nismechecks
and balancessuatu mekanisme yang hanya akan dapat berjalfjikeaada

kekuatan politik di luar pemerintah.

Pelembagaan Partai Oposisi dalam Mekanisme Hubwan Checks and
Balancesdi Indonesia

Stabilitas politik dan ketatanegaraan Indonesiaksgjerdeka hingga
kini bergerak sangat dinamis (fluktuatif). Dalamlggmbangannya, Indonesia
telah mengalami berbagai macam perubahan, mulensipemerintahan
yang dianut, sistem kepartaian, struktur kelembagemgara, bahkan sampai
pada bentuk negara. Perubahan-perubahan tersebuipaken suatu
rangkaian kejadian sejarah yang merupakan refieéfsi pola pikir bangsa
Indonesia pada masa itu.

Indonesia merupakan salah satu negara yang medetaklai-nilai
demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Paham dasioki sebenarnya
telah masuk dalam sistem semenjak negara Indolasiadan menjalankan
pemerintahan pertama, meskipun pada kenyataanyakdasn di Indonesia
ini baru benar-benar diterapkan setelah terjadingfmrmasi 1998 yang
menjadi salah satu tonggak sejarah bangsa IndorBesjupun juga dengan
gerakan gerakan oposisi yang dilaksanakan olehnma@gs masyarakat
maupun partai politik, sebenarnya juga telah adaesg@k dulu, bahkan
sebelum Indonesia mencapai kemerdekaannya, namtun dalam bentuk

yang beraneka ragam.
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Agar dapat lebih memahami konstelasi politik Indaeterutama
mengenai pelembagaan partai oposisi yang menj&disf@ajian penulisan
ini, maka pembahasan pada rumusan masalah yargp kati akan dibagi
kedalam beberapa periode, yaitu:

1. Masa Demokrasi Liberal (1945-1959)
2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3. Masa Demokrasi Pancasila (1965-1998)

4. Masa Reformasi (1998-sekarang).

1. Masa Demokrasi Liberal (1945-1959)

Masa ini juga bisa disebut masa awal kemerdekadonbsia,
karena terjadi beberapa saat setelah proklamaserkiekaan Indonesia.
Disebut dengan masa demokrasi liberal karena merpadg masa ini,
kebebasan mendirikan dan menjalankan partai pofitikgat terbuka
lebar, regulasi yang mengaturnya cenderung saogggéar. Pada masa
demokrasi liberal ini terjadi pergantian konstitgebanyak tiga kali, (i)
UUD 1945 (17 Agustus 1945-27 Desember 1949); (@h#titusi RIS (27
Desember 1949-17 Agustus 1950); dan (iii) UUDS 195D Agustus
1950-5 Juli 1959Y.

Sebelum demokrasi liberal ini dimulai, sebenarnyanouol
gagasan untuk mendirikan hanya satu partai sajateléh proklamasi
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus k@4Spkan harinya
Soekarno dan Moh Hatta dilantik menjadi pasangasiéen dan Wakil

Presiden Indonesia. Pada saat itu UUD 1945 belumntlik secara

84 Mukthie FadjarPartai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatamegn Indonesia’ In-
Trans Publishing, Malang, 2008, him 26
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sempurna, sehingga oleh Panitia Persiapan Kemerdekadonesia
(PPKI) dalam sidang terakhirnya menetapkan Aturanalthan UUD

1945. Pembangunan struktur kelembagaan negaratg¢ugs: dilakukan,
misalnya penetapan Badan Keamanan Rakyat (BKR) garmgadi cikal

bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat initas&omite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). KNIP menjadi pembantu piesisebelum MPR
dan DPR didirikan, seperti yang disebutkan dalamsaPdVv Aturan

Tambahan dan Peralihan UUD 1945 yang berl5tnyi

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Rdama
Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk ménuru
Undang — Undang Dasar ini, segala kekuasaannylardign oleh
presiden dengan bantuan sebuah komite na&fonal

Bersamaan dengan itu, dibentuk pula suatu pariaikpsebagai
alat perjuangan, yakni Partai Nasional Indonesidl)Pdimana
olen Presiden Soekarno diharapkan akan menjadi dimot
perjuangan rakyaf”.

Dalam pidato Soekarno tersebut dapat ditarik keslem bahwa
PNI yang didirikan oleh Soekarno ini merupakan giamegara, sekaligus
merupakan partai tunggal di Indonesia. Gagasanoleh beberapa
kalangan dicurigai, dianggap otoriter sebagai perigéasisme jeparit
Kecurigaan terutama ditujukan kepada Soekarno, yaegurut Moh.
Hatta dalamMemoir: “Selalu dicela sebagai kolaborator jepaiig”

Kehidupan politik dalam suatu negara yang meneraggistem

kepartaian tunggal sangat tidak kompetitif, kareaaya satu partai saja

8 Miriam Budiarjq “Dasar — dasar...”,op.cit, him 425

8 Ensiklopedi Nasional Indonesihlm 62

87 pidato Presiden Soekarno yang dimuafldideka 25 Agustus 1945, dalam John D.Legge,
Soekarno: Sebuah Biografi Polit{ldakarta:penerbit Sinar Harapan, 1985), him 244

% |bid. him 74 dan 529

89 Mohammad Hattaylemoir, him 480
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yang dominan dan diperbolehkan hidup. Contoh negaray pernah

menganut sistem ini adalah China, Kuba, dan Uniiédgvada masa
jayanya. Oposisi yang konstruktif oleh partai pltidak akan muncul

dalam sistem ini, karena jelas dalam sistem inyaakan ada satu partai.
Kalaupun muncul gerakan oposisi, maka subyek yagnblak tentu

bukanlah partai politik, dan karakteristiknya akaenderung destruktif,
melawan dan mengharapkan kejatuhan pemerintah. ripgame akan

menganggap oposisi sebagai bentuk penghianatarpel@berontakan,

sehingga stabilitas negara akan terganggu.

Penentuan PNI sebagai satu-satunya partai polilagaimana
dinyatakan dalam pidato Soekarno tersebut, buldak tmungkin akan
mengarahkan kekuasaan pemerintah Soekarno ke bgarigkotoritarian.
Dengan alasan itu Badan Pekerja KNIP mengusulkan pgmerintah
membuka kesempatan yang lebih luas kepada masyamaikak
mendirikan partai politik. Dengan penuh perjuang&hirnya pemerintah
menyetujui usul BP KNIP tersebut melalui Maklumatterintah tanggal
3 November 1945, dengan harapan partai-partai ydigentuk
memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaarmdajamin
keamanan masyarakat. Maklumat Pemerintah yangdditéangani oleh
Wakil Presiden Moh. Hatta itu pada pokoknya merkatebahwa :

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politikarena
dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimgndtan yang
teratur segala aliran paham yang ada dalam masytarak
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2. Pemerintah berharap supaya partai-partai itu tersisebelumnya
dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Pelamaki
Rakyat pada bulan Januari 1948.

Maklumat Pemerintah tersebut menjadi momentum ysangat

berharga bagi masyarakat untuk dapat menyalurk&shala politiknya.

Terbukti sejak maklumat tersebut dikeluarkan, ba&nyermunculan

partai politik dengan segala ideologinya, yang meaadianutnya sistem

multi partai di Indonesia, dan sekaligus berartimbayarkan gagasan

atau keinginan Presiden Soekarno dalam pidatonyggéh 23 Agustus

1945 untuk membentuk satu partai tunggal, yaitutaPaNasional

Indonesia yang diharapkan menjadi partai pel8bor.

Partai-partai politik yang muncul setelah Maklunfmerintah

tanggal 3 November tersebut addfah

1.

2.

8.

g

Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia)
PKI (Partai Komunis Indonesia)

PBI (Partai Buruh Indonesia)

Partai Rakyat Jelata

Parkindo (Partai Kristen Indonesia)

PSI (Partai Sosialis Indonesia)

PRS (Partai Rakyat Sosialis)

PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia)

Permai (Partai Rakyat Marhaen Indonesia)

10.PNI (Partai Nasional Indonesia)

9 Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam..?, op.cit, him 27

1 |bid. him 27
92| oc.cit
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Partai-partai tersebut kemudian ikut meramaikan ickgian
politik pada waktu itu. Partai-partai polittk memkan peran yang
penting dalam proses pembuatan keputusan. Wakilwakg duduk
dalam KNIP, dan orang-orang yang duduk dalam kabkebanyakan
adalah partai politik. Dalam masa ini berbagai kabimenghadapi
bermacam-macam tantangan, baik dari luar maupun dddam, dua
agresi militer Belanda pada tahun 1947 dan $94Bemerintahan
parlementer yang dijalankan tidak membawa stabilitagara ke arah
yang baiR* Tidak ada partai mayoritas dalam parlemen, damsu
koalisi maupun oposisi tidak dijalankan dengan bRikrtai partai dalam
barisan oposisi tidak mampu berperan sebagai apgsig konstruktif
yang menyusun program-program alternatif, tetapiyhamenonjolkan
segi-segi negatif dari tugas oposisi.

PKI merupakan contoh partai politik yang melakukiamgsi
oposisi, partai ini berhasil menguasai sayap lduatu gabungan dari
partai-partai yang orientasi politiknya kekiri-ldn, namun mengalami
penurunan anggota karena pemberontakan yang didakyk di madiun
1948 berhasil diredam militer Indonesia. Dilihatridearakteristiknya,
oposisi yang dilakukan oleh PKI bukan hanya desftuketapi
fundamental ideologis, Perlawanan yang dilakukawsigp jenis ini tidak

hanya pada dataran kebijakan saja. Namun sampiitden ideologis.

% Miriam Budiarjo, ‘Dasar — Dasar...”,0p.cit, him 430

°* Badan pekerja mengusulkan agar para menteri beuaggjawab kepada KNIP yang telah
berubah menjadi parlemen sementara (ministerigloresbility), usul ini kemudian disetujui
pemerintah pada tanggal 14 November 1945 lewat Mad&d Pemerintah, dan sejak tanggal itu
sistem pemerintahan indonesia berubah dari sistegidensial menjadi sistem parlementer.
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Tidak jauh berbeda dengan oposisi destriktif, jeinismenginginkan
kejatuhan penguasa, untuk segera bisa digantikemuN demikian
penggantian ini tidak sekedar penggantian pengseseta, lebih jauh
sampai ke ideologis. Artinya menggantikan dasamareegemula dengan
dasar yang dianggap lebih baik berdasarkan pahardaiam hal ini PKI
membawa paham komunis.

Hal tersebut memperburuk keadaan dan menyebabkan
pemerintahan tidak stabil dan kabinet jatuh bandtemerintahan rata-
rata hanya bertahan selama 1 tahun, karena memalagn dsistem
pemerintahan parlementer, terdapat fasilitas “miosik percaya’yang
mampu untuk menjatuhkan pemerintah yang sedangubsak Usia
Indonesia yang masih tergolong muda untuk sebughraeberkembang
pada waktu itu ikut menjadi alasan tidak stabilkghidupan kenegaraan.
Partai politik tidak dewasa dalam menghadapi peambaan
pemerintahan.

Undang-Undang Dasar sebagai landasan atau pedoman
penyelenggaraan kekuasaan negara mengalami pergehdiri waktu
kewaktu. Republik Indonesia Serikat (RIS), bentukgara hasil
kesepakatan pihak Indonesia dengan Belanda mé{aluierensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag ini menghasilkan KonstitédS. Setelah
upaya penyatuan kembali wilayah-wilayah Indonesehingga bentuk
negara kembali menjadi negara kesatuan, kemudgarsuhlah Undang-
Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Dalam UUBSO0

menetapkan berlakunya sistem parlementer dimananbadksekutif
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terdiri dari presiden sebagai kepala negara kaisstimal ¢onstitutional
head beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggawab
politik. Kedudukan Presiden hanya sebagai simbogyaak memimpin
pemerintahan secara langsung, karena kepala pé¢afenmdijabat oleh
Perdana Menteh.

Setelah pemilu pertama pada tahun 1955, kondistikpaan
ketatanegaraan tetap jauh dari kondisi stabil. ikogang dibangun antar
partai politik mudah sekali pecah, menyebabkan retbjatun bangun.
Buruknya konstelasi politik pada masa ini ditamdalyi kegagalan
Dewan Konstituante yang tidak berhasil merumuskawlddg-Undang
Dasar, mendorong Ir Soekarno mengeluarkan Dekdulb 1959 yang
pada intinya menentukan berlakunya kembali Undandedg Dasar
1945, dan berakhirlah masa demokrasi liberal.

Kesimpulan penulis bahwa dalam masa ini oposisektid
terlembaga dengan baik. Konsolidasi koalisi mauppwsisi di parlemen
cenderung mudah pecah dan berganti komposisi. i Raptasisi yang
sangat menonjol memainkan peran adalah PKI. Paalyppertama di
tahun 1955, PKI tetap di luar kabinet, sesuatuyhaly sangat disesalkan
oleh Presiden Soekartfo Karakteristik oposisi yang dilaksanakan PKI
sangat destruktif, dilihat dari aksi pemberontakéadiun 1948. Tidak
hanya destruktif, tetapi fundamental ideologis, |®e&nan yang

dilakukan oposisi jenis ini tidak hanya pada datak&bijakan saja.

% Green Mind Community, Teori dan Politik Hukum Tata NegaraTotal media, Malang, 2008,
him 156
% Wilopo, “Zaman Pemerintahan Partaihim 46
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Namun sampai ke tataran ideologis, dalam hal idirR&mbawa ideologi

komunis.

2. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Disebut demokrasi terpimpitGuided Democragykarena dalam
hal ini dominasi presiden menjadi hal yang utamirmdamenjalankan
sistem pemerintahan. Konsep demokrasi terpimpinupadan antitesis
terhadap demokrasi liberal yang merupakan prodydorndari barat, inti
dari demokrasi terpimpin adalah proses pengambilgputusan yang
didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta satngoigng royong
di bawah kepemimpinan seorang pemimpin masyaratdak lain
pemimpin tersebut adalah Presiden Soek4rno

Soekarno menganggap kekacauan yang terjadi pada mas
demokrasi liberal, diakibatkan oleh tumbuhnya partditik secara bebas
dan tidak terkendali. Oleh karena itu pada masa pairtai politik
ditertibkan melalui Penetapan Presiden Rl No 7 9B9ltentang syarat -
syarat dan penyederhanaan kepartaian, dan Per&rgailen No 25 Th
1960 tentang perubahan atas Peraturan Presider8 N& 1960 tentang
pengakuan, pengawasan dan pembubaran partaipartai

Dalam masa ini terjadi penguatan kedudukan presdirgan
adanya TAP No Il/1963 yang berisi tentang ditetapkya Soekarno
sebagai Presiden seumur hidup, peranan partaikpdlkebiri, kecuali

PKI yang ternyata malah dapat mengembangkan sagaf8sjiain itu,

97 Moh. Mahfud MD, ‘Politik Hukum IndonesiaLP3ES. Jakarta. 2006. him 128
% Sistem kepartaian yang pada masa sebelumnya adaltitpartai tidak terbatas berubah
menjadi multi partai terbatas
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adanya peningkatan peran militer sebagai kekuatditikp Presiden
Soekarno banyak melakukan penyimpangan terhadammnatdalam
Undang-Undang Dasar.

Tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubdykavan
Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahahkmalpenjelasan
UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa prestakk mempunyai
wewenang untuk berbuat demikian. Dewan PerwakilakyB buatan
pemerintah menggantikan DPR hasil pilihan rakyamdsi kontrol di
hilangkan, bahkan pimpinan DPR dijadikan mentern dangsinya
sebagai pembantu presid&n

Hal ini tentu merupakan bentuk penyimpangan yangtanyatas
teori-teori ketatanegaraan terutama doktiimias Politicg dimana
lembaga parlemen yang dalam sejarahnya, sebendidiyikan untuk
melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintattehmaenjadi
pembantu pemerintah. Keadaan ini tentu mereflekskemdaan berabad-
abad tahun yang silam, saat dimana demokrasi rbasim berkembang.
Selain “menguasai” parlemen, pemerintah juga meygukewenangan
untuk campur tangan dalam bidang yudikatif, beades UU No 19
Tahun 196%°. Praktis dengan model kelembagaan yang demikian in
pemerintah menjadi lembaga superior dan berjalgpatpengawasan.

Pemerintah juga memobilisasi semua kekuatan pdlitibawah
pengawasan pemerintah kedalam suatu wadah yarfgutdiNASAKOM

(Nasionalisme, Agama, Komunisme). Meskipun Presf8leekarno telah

% Miriam Budiarjo,“Dasar — Dasar.....", op.cit him 130
1% Miriam Budiarjo, Loc.cit
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“mengembangkan payung” NASAKOM untuk menjembatapnfkk
ideologi yang marak pada era demokrasi liberalepaenter, tetapi pada
dasarnya konflik ideologi tersebut masih tetap ntajgang mencapai
puncaknya pada akhir periode demokrasi terpimpingde timbulnya
peristiwva G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965.

Pendapat penulis bahwa dalam masa ini, PresidekaBue
benar-benar menghimpun seluruh elemen politik maugemen lain
yang dianggap mempunyai peran sangat penting dadgyara, termasuk
militer, yang diperluas peranannya sebagai kekuatasio-politik.
Presiden Soekarno benar-benar menjadi “kepala igelidbagi negara
yang dikuasainya itd* Kekeliruan yang sangat besar dalam sistem
demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya penaiagkterhadap
nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpgnga kekuasaan hanya
pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kémsinsial danchecks
and balanceslari legislatif terhadap eksekdft.

Gerakan oposisi pada awal sampai pada pertengalesa m
demokrasi terpimpin tidak muncul, karena Presidewek&rno
mengarahkan kekuasaannya menjadi sentralistikaiPaotitik dan pers
yang dianggap “menyimpang” dari rel revolusi dipyttidak dibenarkan
dan diberedéf>. Pada akhir periode ini, PKI yang menjadi par{@gossi
pada masa demokrasi liberal dan sempat kehilangagyak pengikut

sejak pemberontakan madiun pada tahun 1948, ternyaasih

191 Oleh karena itu, Demokrasi terpimpin disebut pidaghn demokrasi kekeluargaan. Lihat: Tim

ICCE UIN Jakarta.Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat MadaRrenada Media.
Jakarta. 2003. HIm 133

Green Community, Teori dan Politik..”, op.cit, him 159

193 Miriam Budiarjo, op.cit , him 130

102
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menyimpan ambisi untuk melakukan revolusi dengambava paham
komunis. PKI memanfaatkan Front Nasional (NASAKOMhtuk
memperluas jaringannya, dan kemudian pada tanggBle3ember 1965
menjadi momentum pemberontakan kedua PKI terhadaggpntah yang
kemudian dikenal dengan nama G30S/PKI.

Pada periode ini PKI tetap menjadi aktor utama ispdsrhadap
pemerintah. Karakteristiknya tidak berbeda dengamogde sebelumnya,
yakni destruktif fundamental ideologi, yang mela&nk perebutan
kekuasaan pemerintah secara paksa dan kemudiangamthgieologi

Pancasila menjadi ideologi komunis.

3. Masa Demokrasi Pancasila (1965 — 1998)

Masa ini dinamakan demokrasi Pancasila karena peda ini,
pemerintah mencoba untuk menerapkan ideologi PdacEsara murni
dan konsekuen kedalam sendi-sendi kehidupan beshatan bernegara.
Setelah kekacauan politik akibat dari pemberontakamg gagal PKI
pada 30 September 1965, terjadi pelimpahan kekoastai Presiden
Soekarno kepada Mayjen Soeharto yang pada sabeistatus sebagai
PANGKOSTRAD, lewat sebuah surat yang sering disebut
SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas M&tétlyang pada intinya
memberi kewenangan pada Mayjen Soeharto untuk nesighrisis

politik Indonesia. Tetapi kemudian Soeharto malaénjadi berkuasa,

1% Kebenaran tentang pelimpahan kekuasaan lewat SUPHRR tersebut masih diragukan,

dikalangan para ahli sejarah sendiri masih tenpmidebatan tentang kebenaran dan keaslian
substansi SUPERSEMAR yang selama ini dipublikasikan
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diatas Ir Soekarno Sendiri. Soeharto berupaya merajie kesalahan-
kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya

Ketetapan MPRS No IIl/1963 yang menetapkan masatgab
seumur hidup bagi Ir Soekarno dicabut, dan kemivedhjadi jabatan
elektif setiap lima tahun. DPR diberi beberapa Hantrol, dan
pimpinannya tidak lagi menjabat sebagai menterzirReorde baru ini
menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Pantasiancasila
kemudian diformalkan menjadi satu-satunya asas bagianisasi
kekuatan sosial politik dan organisasi keagamaamakgarakatan
lainnya. Namun penerapannya justru jauh dari ap®y ydicita-citakan
sebelumnya. Secara perlahan, Soeharto mulai makéenp&ekuasaan
sentralistiknya. Pada masa ini memang Soehartoadiespsok seseorang
yang berpengaruh dan sangat disegani, terutamalsdieberhasilannya
memimpin penumpasan PKI.

Pemilu pada masa ini diawali di tahun 1971 yangudiioleh 9
parpol + Golongan Karya (golkar) yang dibangun deeharto. Setelah
Soeharto menjadi Presiden, Soeharto terus mengarkekuasaan
sentralistiknya, termasuk yang terkenal adalah sgrirmonoloyalitas
pegawai negeri sipil (PNS), dengan mewajibkan PM&iku memilih
Golkar dalam setiap pemilihan umum.

Setelah pemilu tahun 1971 pemerintah menyederhanpigai

perserta pemilu menjadi tiga, yaitt:

% | jhat dalam Ramadhan, K.H. dan G Dwupayana, 1988eharto, Pikiran, Ucapan, dan

Tindakan Saya’PT Citra Lamtoro Gung Persada. Jakarta, hkl 369

1% Mukhtie Fadjar, Partai Politik dalam..”, op.cit, him 42
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1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupekan f
dari partai NU, Parmusi, PSIl, dan Perti yang makap
partai-partai islam

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan das
partai-partai nasionalis dan agaman non-islam,uy&NI,
Parkindo, Partai Katholik, IPKI, dan Partai Murba

3. Golongan Karya (Golkar) yang dinyatakan sebagabrygdn
politik tersendiri di luar dan tidak mau disebuttpa politik,
meskipun dipandang dari sudut manapun Golkar tidak
ubahnya seperti Parpol

Ketiga partai politik tersebut telah dinyatakan aseclangsung

(definitif) dalam pasal 1 Undang-undang No 3 Tath@id5 tentang partai
politik. Dan dalam pasal 2 Undang-undang No 3 Tah@85 tentang
perubahan atas UU No 3 Th 1975, dinyatakan bahwa:

Partai politik dan Golongan Karya berasaskan Paacasbagai
satu-satunya asas

Penggabungan beberapa partai politik kedalam teyg@agb tini
sebenarnya banyak disesalkan masyarakat, kareranddipg sebagai
pengekangan secara paksa hak-hak politik rakyatsisiDilain
penyederhanaan ini oleh pemerintah dimaksudkan kunkebih
mengefektifkan peran parpol dalam melaksanakan rgnog atau
kebijakan pemerintah, karena pada masa sebelurpas@gl terlalu sibuk
dengan pertentangan ideologi dan tujuan partainggh menyebabkan
pemerintahan jatuh bangun dan program kerja beluempat

teralisasikan.
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Praktis dengan adanya prinsip monoloyalitas PNSka#nasaan
senralistik Soeharto, Golkar selalu menang mutleddard setiap

pemilihan umum.

Tabel 2
Hasil Pemilihan Umum Orde Baru 1977 — 1997
Partai 1977 1982 1987 1992 1997
GOLKAR 232 242 299 282 325
PPP 99 94 61 62 89
PDI 29 24 40 50 11
TOTAL 360 360 400 400 425

Sumber: Komisi Pemilihan Umum

Tabel perolehan kursi tersebut menggambarkan kabiah
pemerintah  menyelenggarakan  pemilu  secara teratuan d
berkesinambungan, namun juga menggambarkan kekumestsar yang
dimiliki oleh Golkar. Hal ini juga disebabkan kaeeGolkar mendapat
dukungan dan fasilitas dari pemerintah, sedangken mhrtai lainnya,
yaitu PPP dan PDI menghadapi banyak kendala dalamp@roleh
dukungan dari para pemifif{.

UUD yang masih mempunyai banyak celah untuk dajedikian
sebagai alat untuk mencapai kekuasaan juga merpadyebab
kediktatoran Soeharto. Salah satunya adalah kednddMPPR sebagai

lembaga tertinggi negara yang mempunyai kewenangamnilih presiden

197 Miriam Budiarjo, “Dasar — Dasar llmu..” Op.cit,rhl132
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dan wakilnya. Praktis, ketika Presiden Soehartddsl “menguasai”
parlemen, pada saat itu juga Soeharto sebenarrpat dzemilih siapa
yang akan menjadi Presiden berikutnya.

Dominasi Presiden Soeharto meluas ke segala bitantasuk
ekonomi. Pancasila hanya dijadikan alat untuk mangklasekan
kekuasaan sentralistiknya. PPP dan PDI tidak mammgmbendung
keinginan pemerintah dalam melaksanakan kebijakanngistem
kepartaian orde baru sering dinamakan sistem lapart yang
hegemonik, yaitu sistem kepartaian dimana tingkatgetisi antar parpol
dibuat seminimal mungkin oleh partai hegemoni (&affan Amal, 1988,
makalah). Daniel Dhakidae (1999:13) menyebutnyagaibsistem partai
tunggal (Golkar) dengan dua partai satelit (PP PRIab).

Menurut pendapat penulis sendiri bahwa PPP dan HDya
dijadikan boneka oleh penguasa orde baru, kebenaBagai Persatuan
Pembangunan (PPP) maupun Partai Demokrasi Indofi3la bukanlah
suatu alternatif terhadap Golongan Karya (Golkanglainkan justru
menjadi pelengkap bangunan politik Orba. Baik PP&upaon PDI
dibentuk oleh rezim Orba demi bekerjanya mekanidemokrasi semu.

Orba mencitrakan oposisi sebagai suatu budayaikpoldang
bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Dr. NliscMajid dalam
suatu diskusi pernah melontarkan gagasannya yamghsuyernah
dilontarkan sebelumnya agar ada partai oposistaSeerta gagasan ini
ditanggapi dengan argumen kontra, bahkan oleh denesiSoeharto

melalui Menteri Negara Ketua Bappenas, Ginandjartasasmita.
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Kehadiran partai oposisi tidak sesuai dengan jatsdrta budaya politik
demokrasi Pancasila. Jati diri dan budaya DemokKPasicasila bukan
oposisi, melainkan musyawarah untuk mufdatSungguh, terdapat
kontradiksi yang luar biasa dalam kalimat ‘budaymsisi tidak sesuai
dengan Demokrasi Pancasila’. Oposisi adalah suamiséayaan dalam
demokrasi, maka bagaimana mungkin budaya opoda tlikenal dalam
suatu rezim yang mengaku mengusung demokrasi.

Pemerintahan orde baru ini dari segi ekonomi padalrya
memang dapat dikatakan sukses, namun keberhasiladak diimbangi
dengan usaha keras melawan Korupsi, Kolusi, darofispe yang pada
saat itu berkembang sangat pesat. Selain itu gaeapelitik semakin
tidak peduli dengan aspirasi rakyat dan semakinyddanmembuat
kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para krcem anerugikan
negara dan rakyat ban)}ﬁ?( Menjelang akhir periode orde baru ini,
banyak demonstrasi dan gerakan-gerakan oposisi yaitakukan
masyarakat dan mahasiswa yang secara terang-tarangminta agar
Presiden Soeharto mundur dari kursi kepresidenasmdBrasi ini
melibatkan semua komponen masyarakat yang pro dasiakan merasa
prihatin dengan gerakan mahasis®aBahkan muncul beberapa partai
politik yang secara tegas menentang Orde baru, ImgesaPartai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipingdeh Megawati

Soekarno Putri, Partai Uni Demokrasi Indonesia (BUiimpinan Dr.lIr.

1% jJakoeb Oetamé&Suara Nurant’, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, him 4

199 Miriam Budiarjo. Op.cit. him 133
Ho Gregorius SahdanJalan Transisi Demokrasi Pasca Soeh§rtBenerbit: Pondok Edukasi,
Bantul, 2004. him 299
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Sri Bintang Pamungkas dan Partai Rakyat Demoki(@RD) pimpinan
Budiman Sujatmiko.

Atas desakan sebagian besar masyarakat Indonesia,tgnggal
20 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan diri maurethri kursi
kepresidenan, dan dimulailah periode reformasi yaegombak seluruh
aturan maupun struktur kepemerintahan yang dianggeendensi besar
dijadikan alat untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Kesimpulan dari periode ini bahwa, pada awal sampai
pertengahan periode, tidak ada yang berposisi selj@aytai oposisi
namun Purwoko, pustakawan dari UGM mengklasifiké&P Rlan PDI
sebagai oposisi seremonial, artinya secara serdjbjszat oleh partai
berkuasa agar seolah-olah demokrasi hidup. PPRPDarsebagai partai
selain Golkar, tidak mampu menunjukkan eksistemsidglam mengisi
fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Situasinnenurut penulis,
tidak beda halnya dengan sistem kepartaian tunggaina hanya ada
satu partai yang berkuasa sepenuhnya. Terbuktiutelembaga tinggi
negeri telah berhasil dikuasai oleh Presiden Steh&fal yang sangat
bertentangan  demokrasi dan kedudukan Indonesiagaenegara
hukum. Hingga pada akhirnya timbul gerakan opogisig dilakukan
oleh mahasiswa dan masyarakat yang secara tenamga® meminta

Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Masa Reformasi (1998-sekarang)
Disebut masa reformasi karena pada periode irddegerubahan

besar-besaran pada sistem ketatanegaraan IndoGesakan reformasi
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1998 menjadi momentum ditutupnya kediktatoran Sdehanenuju
demokrasi yang lebih ideal, demokrasi yang benaabédernafaskan
kedaultan rakyat.

Amandemen UUD menjadi tajuk utama pada saat ituenka
UUD merupakan sumber tindakan negara. Beberapantkete yang
menyebabkarexecutive heavyliperbaiki, diantaranya reformasi dalam
format kelembagaan Negara. Eksekutif yang sebelammgmpunyai
kewenangan legislasi, dibatasi menjadi hak infsiatituk mengajukan
RRU. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi, nansejajar dengan
lembaga tinggi negara lainnya dalam mekanisme hgdouchecks and
balances

Sistem kepartaian berubah dari sistem multi padagat terbatas
(parpol peserta pemilu secara langsung ditentulkam undang-undang)
menjadi sistem multi partai terbatas. Hal ini disamsuka cita oleh
sebagian masyarakat dengan beramai-ramai memb@aitki politik.
Partai politik yang mendaftarkan diri ke Departem&ehakiman
berjumlah 141, tetapi setelah diseleksi tidak serdapat mengikuti
pemilihan umum 1999. Partai politik yang memenufarat untuk
menjadi peserta pemilihan umum hanya 48 S3jsSetelah pemilu
pertama sejak reformasi ini berlangsung, secamniragda enam partai

politik yang berhasil memperoleh kursi di parlemen.

11 Miriam Budiarjo, ‘Dasar — Dasar”, op.cit, him 450
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Tabel 3
Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 1999

Nama Perolehan Perolehan

. Persentase . Persentase
Partai Suara Kursi
PDIP 35.689.073 33,74 153 33,11
Golkar 23.741.749 22,44 120 25,97
PPP 11.329.905 10,71 58 12,55
PKB 13.336.982 12,61 51 11,03
PAN 7.528.956 7,12 34 7,35
PBB 2.049.708 1,93 13 2,81

Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

PDIP berhasil menjadi partai politik dengan peratehsuara
terbanyak, yakni 33, 74 % dari total perolehan @uaamun keberhasilan
itu tidak berbanding lurus dengan hasil pemilihaasmen oleh MPR,
yang ternyata memenangkan Abdurrahman Wahid (Gu3 Bebagai
presiden pengganti Habibie. Hal ini dipengaruhirgda koalisi partai-
partai islam}*? di parlemen yang kemudian disebut sebagai kubaspor
tengali’®> Poros tengah tidak mau terima Presiden dari Ealan
perempuan dengan alasaakidali atau hukum agama islam yang tidak
menghendaki adanya seorang pemimpin negara darandah
perempuaht”. Dalam sidang pemilihan Presiden, Gus Dur yang
memperoleh dukungan Poros Tengah dan PKB tersedndapatkan 373

suara, sedangkan megawati calon PDI Perjuangan yemgenangkan

12 Terdiri dari PPP, PAN, PBB, dan PKB

113 Hasil poling yang dilakukan oleh Tempo Interakaifiggal 20 — 22 Oktober 1999 menunjukkan
bahwa Gus Dur naik menjadi Presiden karena dukuiymos Tengah (79%), sedangkan
megawati tidak berhasil menjadi Presiden, karensei@ang perempuan (41%). Tempo, 31
Oktober 1999, him 13. Poling ini menunjukkan Pof@ngah tidak menghendaki Megawati
Menjadi Presiden RI karena ia seorang perempuan.

14 Gregorius SahdanJj4lan Transisi Demokrasi”, op.cit. him 390
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pemilu legislatif 1999 hanya mendapatkan 313 starasehingga
kemudian Gus Dur resmi menjadi Presiden RI yangardjngi
Megawati menjadi Wakil Presiden.

Dalam membangun pemerintahannya, Gus Dur melakukan
konsolidasi yang ekstrem untuk menjaga persatuasioma. Dalam
pembentukan kabinet, Gus Dur meminta kepada Amiars, RAkbar
Tanjung, Matori Abdul Jalil, Hamzah Haz dan KwikaKi Gie, serta
Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima ABRI Jahdéiranto
untuk membisikkan kepada Gus Dur siapa-siapa ddonkpok mereka
yang akan diorbitkan ke posisi Menteri dalam Kabifersatuan
Nasionat™®.

Pemerintahan Gus Dur tidak berlangsung lama hinakjair
periodenya. Masalah-masalah politik bermunculans @ur banyak
mereshufle menteri-menteri, seperti Menteri Negara Perindustdan
Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN saalana
Sukardi. Alasan yang diberikan Gus Dur adalah bakeduanya terlibat
dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pemamberikan bukti
yang kuat'’. Hal ini menyebabkan hubungan Gus Dur partai igdkin
menjadi longgar, perlahan tapi pasti partai-pagesebut mulai menjauh.
Masalah lain yang tidak kalah besar adalah muneulsy pelanggaran

hukum oleh Gus Dur yang kemudian diseb8ullogate dan

15 1pid, him 386

¢ Tempo, 31 Oktober 1999, him 24

17 Greg Barton. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian Rtest”. Singapore:
UNSW Press. HIm 302
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Bruneigaté'® Merasa kekacauan politik sulit untuk diredam maka
kemudian Gus Dur mengeluarkan maklumat (dekritpyaerisi diktum:
1. Membekukan Majelis Permusyawatan Rakyat RI dan Dewa
Perwakilan Rakyat RI
2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mneliga
tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk
menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu shtnta
3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambateur-unsur

Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sampaumggu
keputusan Makamah AguHg

Maklumat ini kemudian di respon oleh DPR. Berdasark
berbagai dua memorandum sebelumnya yang tidak ipethairaukan
oleh Gus Dur, ditambah lagi dengan adanya maklymnesiden yang
secara jelas hendak membekukan MPR dan DPR, akhi8igang
Istimewa MPR dipercepat dan keputusannya adalah akmitkan
(impeachmentPresiden Gus Dur, dan kemudian mengangkat Megawat
menjadi Presiden RI.

Dalam periode reformasi 1998-2001 ini, pada mulamnyak ada
gerakan oposisi terhadap pemerintah. Gus Dur dataembangun
pemerintahannya melakukaRower Sharing besar-besaran, meliputi
semua partai politik (di parlemen) tanpa terkecu&éibinetpun disusun
dengan menghimpun seluruh elemen politik, termasuoipat perwira
tinggi TNI yang mengisi beberapa pos menteri. Disiaugp cap “kabinet
super kompromi”, karena kualitas dan integritasdijamin oleh garansi

Gus Dur, Megawati, Akbar Tanjung, Amien Rais darraffio, kabinet

% Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan Presideturdhman Wahid tidak terlibat

dalam kasus Bruneigate dan Bulogate. www.Tempadaiktércom, 21 Mei 2001, diakses
tanggal 2 Februari 2011.

19 Muhaimin Iskandar,Gus Dur yang Saya Kenal: Sebuah Catatn Transisi @easi Kitd'.
PT LKiS Pelangi Aksara. Yogyakarta, 2004,HIm 1333
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Gus Dur juga dicap sebagai “kabinet pelangi” yaremyimpan berbagai
kepentingan partai dan kekuatan politik yang meémilarna beraneka
macam?’Konsolidasi tersebut menurut penulis sangat beetesi
menjadi senjata makan tuan. Jika perpaduan didasgrkda berbagai
persamaan maka akan melahirkan kelanggengan dalgas-tugas
pemerintahan. Tetapi perpaduan tersebut lebih naeniggrkan keinginan
Gus Dur untuk mendapatkan dukungan sebanyak-baypgakyang
tentunya dengan kompensasi politik tertentu bagdpkungnya.

Gerakan oposisi baru muncul perlahan setelah FresBus Dur
dianggap banyak melakukan kebijakan yang kontrealerbeberapa
diantaranya adalateshufflekabinet yang membuat banyak partai politik
perlahan tapi pasti menjauh menarik dukungannydatap Gus Dur.
Titik kulminasinya adalah ketika Gus Dur mengel@earklekrit/maklumat
presiden yang hendak membekukan MPR/DPR. Dekrgidr seperti
ini sebenarnya pernah dikeluarkan oleh Presiderkeé®ne pada saat
terjadi kekacauan politik dalam periode demokraberbl, namun
tampaknya akibat yang ditumbulkan jauh berbeda.

Tabel 4
Perbandingan Dekrit Soekarno dan Maklumat Gus Dur Rerspektif
Norma Hukum dalam Staatsnoodrecht

No. , Dapat Mengatasi Bersifat Bentuk
Jenis
Keadaan sementard Khusus

Dekrit Presiden

1 Soekarno 5 Juli v 2 v
1959
Maklumat Presiden

2 Abdurrahman X X v

Wahid 28 Mei 2001

2% Gregorius SahdanJ4lan Transisi Demokrasi”, op.cit. him 395
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Dekrit Soekarno secara materiil dapat mengatasiddaa
“darurat’, namun keberlakuannya tidak bersifat sa@r@, bahkan
dijadikan justifikasi memperkuat kedudukan Soekarr@edangkan
Maklumat Gus Dur tidak dapat mengatasi keadaansdaara otomatis
keberlakuannya pun tidak dda

Konfigurasi politik pada era pemerintahan Gus Denthuat Gus
Dur tidak berdaya, ditambah lagi bahwa sebenarnya Bur hanya
merupakan Presiden dari partai peraih 12,61 sualamd pemilu.
Maklumat Gus Dur malah memunculkan berbagai gerakasisi, yang
tentunya tidak mempunyai karakteristik konstrulddn secara terang-
terangan mengharapkan agar Gus Dur lengser datajaflya sebagai
Presiden. Bahkan gerakan oposisi terkonsolidadiriefari partai politik
selain PKB, yang kemudian secara kompak lewat §idstimewa MPR
memakzulkan Gus Dur dari kursi kepresidenan, yagmudian diikuti
dengan naiknya posisi Megawati sebagai Presiden.

Pada masa selanjutnya, UUD 1945 kembali mengalamibphan
hingga sebanyak empat kali. Presiden tidak laglikipleh MPR, tetapi
melalui mekanisme pemilihan umum. Pemilihan umunfargetnya
diadakan pada tahun 2004.

Pemilu Legislatif meloloskan tujuh partai politikaryg berhak
untuk duduk di parlemen, yakni Golkar, PDIP, PKB2F? Demokrat,

PKS, dan PAN.

121 Asrul Ibrahim Nur. Bernegara dalam Keadaan Darurat : Analisa Kritis lbié Soekarno dan
Maklumat Gus Dur Perspektif Yuridis HistdridMakalah
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Tabel 5

Perolehan Suara dan Kursi Tujuh Besar dalam Pemilian Umum

Legislatif 2004
Nama Perolehan Persentase| Perolehan Persentase
Partai Suara Kursi
Golkar 24.480.757 21,58 128 23,27
PDIP 21.026.629 18,53 109 19,81
PKB 11.989.564 10,57 52 9,45
PPP 9.248.764 8,15 58 10,54
P Demokre | 8.455.22! 7,4t 57 10,3¢
PKS 8.325.02 7,32 45 8,1¢
PAN 7.303.324 6,44 25 4,54

Beberapa saat kemudian tepatnya pada tanggal 52004,
diselenggarakan pemilihan umum presiden untuk pedtalinya di
Indonesia. Pilpres ini di selenggarakan dua putarang kemudian
memenangkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono wari Balla
(SBY-JK) dengan perolehan suara pada putaran k@62 % dari total
suara, lebih tinggi dari pasangan Megawati-Hasyinuzadli yang
memperoleh 39,38% dari total suara.

Dalam periode kepemimipinan SBY-JK menurut penulis,
pemerintahan cenderung relatif stabil, jika dibagdlan dengan masa
pemerintahan sebelumnya. Tensi politik sejak masssisi dari era orde
baru cenderung menurun. Masalah-masalah keneggaagrtimbul lebih
terkonsentrasi pada tataran kebijakan, bukan pedens seperti masa
pemerintahan sebelumnya. Pada periode ini mundulase kelompok
oposisi yang terdiri dari Akbar Tandjung, Abduramm¥/ahid, Try

Sutrino, Wiranto, dan Megawati, yang dinamakan ikodNusantara

Bangkit Bersatu. Kelompok ini hanya memberikanikai-kritikan lewat
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media, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ydingggap kurang
baik, misalnya kebijakan tentang pencabutan suB&8di, dan lain-lain.

Sedangkan PDIP, sejak kekalahan dalam pilpres 206dhilih
untuk menjadi oposisi. Dalam keputusan kongresaliuh 2005, jelas
dikatakan PDIP diamanatkan untuk menjadi optiSiskeinginan PDIP
untuk menjadi partai oposisi sebenarnya patut urdideri apreasi,
karena hal ini menandakan adanya kesadaran diaptatai politik
bahwa perlu adanya kekuatan yang secara diamegrakeda dengan
pemerintah untuk melaksanakehecks and balance®DIP merupakan
satu — satunya partai politik pada saat itu yangnhheberada di luar
kabinet.

Dalam perjalanannya, PDIP begitu gencar dalam mérgk
kebijakan pemerintah yang tidak sejalan, baik lepatemen maupun
media massa. Contoh kebijakan yang dikritisi ad&@ahtuan Langsung
Tunai (BLT), sebagai program kompensasi kenaikamgehaBBM
terhadap rakyat miskin. Sikap PDIP menilai program bukan saja
lemah dalam data informasi tetapi juga lemah datmmencanaan dan
manajemen. Program ini bersifaharity (rasa belas kasihan) tidak
memenuhi prinsip penghargaan atas martabat kenaamjsidan
kenyataannya program ini tidak sanggup mengompedaagoak negatif
struktur kemiskinan karena kenaikan harga BEM

Pada pemilu presiden selanjutnya yaitu tahun 20@@siden

IncumbentSusilo Bambang Yudhono kembali terpilih menjadedtden

122 Kaum Muda PDIP Inginkan Oposisi, http:/bataviesgd/node/146296diakses tanggal 9
Februari 2011
123 | aporan Fraksi Oposisi DPR RI Kepada Rakyat ,dak&3 Agustus 2007




98

Rl dengan persentase suara sebesar 60,80% dali siodda sah.
Megawati yang pada saat itu berpasangan dengarovvakembali
mengalami kekalahan dengan persentase suara s@esa% dari total
suara sah. Sejak pemilihan umum 2009 hingga kiniPPetap pada
pendiriannya memilih untuk diluar kabinet dan mekdn fungsichecks
and balances

Setelah pemilu 2009, partai pemenang pemilu (deatpkr
membangun koalisi yang terdiri dari Golkar, PKS BRIRAN, dan PPP.
Sedangkan partai diluar koalisi (oposisi) diantgeaadalah Gerindra,
Hanura, dan PDIP, namun yang paling menonjol damemjalankan
fungsi checks and balancesdalah PDIP yang merupakan partai besar
dan pada periode sebelumnya memang menjadi paQaiso.

Pelembagaan oposisi yang dilakukan oleh partai RbDé&mang
lebih baik dari pelembagaan oposisi masa sebelummysalnya PKI
yang terlihat sangat destruktif, namun ada bebehsgpayang menurut
penulis menjadi indikasi pelembagaan oposisi PD#3imsangat kurang
baik.

Pertama, PDIP banyak mempunyai kader kepala daelstik
gubernur maupun bupati atau walikota. Kepala daadateh bagian dari
pemerintahan daerah yang merupakan derivasi darepntah pusat.

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atasatiadserah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabempadan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itumpenyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangignda
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Keadaan demikian ini tentu akan menyulitkan PDIRama
melakukan fungsi oposisi karena bisa dikatakan baR®DIP termasuk
bagian dari pemerintah, dan dengan kata lain Pk tbenar — benar
“oposisi’. Di negara seperti Amerika Serikat pihadkrtai oposisi justru
berusaha menguasai sebanyak mungkin negara - nbggian, untuk
menjaga maupun memperluas peta politik pada pemilimmum yang
akan datang. Perbedaannya dengan di Indonesichaflalarika Serikat
merupakan negara dengan bentuk negara federal wam@punyai
banyak negara bagian dimana tingkat ketergantupgarerintah negara
bagian terhadap pemerintah federal cenderung lekihdah jika
dibandingkan dengan ketergantungan pemerintah lda¢eshadap
pemerintah pusat di negara kesatuan. Menurut K.Geané dalam
bukunya Federal Government, prinsip federal ialalhwa kekuasaan
dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah feddaaml pemerintah
negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adaédiasb satu sama
lain™®* Sedangkan pemerintah daerah dan pemerintah dusagara
kesatuan lebih terintegrasi secara kuat. Di nek@satuan partai oposisi
yang ternyata juga turut merupakan bagian dari petaé akan terlihat
aneh, hubungan kuat antara pemerintah pusat-dameshbuat kepala
daerah tersebut mau tidak mau (selain asas degadiatetap harus
tunduk terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahtpusa

Kedua, pragmatisme partai yang membuat partai sark&urang

solid. PDIP mengakui adanya kelompok pragmatisndernal partai.

124 ihat K.C. Wheare, Federal Government{New York: Oxford University Press, 1964).
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Ketua Dewan Pertimbangan Pusat, Taufiq Kiemas, &eBidang
Pemenangan Pemilu, Tjahjo Kumolo, Sekretaris Jahdd?ramono
Anung, dan Ketua Departemen Perempuan, Puan Mahararupakan
anggota utama kelompok pragmatis. Kelompok tersédkit menutup
jalan bagi pemerintah yang berkuasa untuk berko&igjumlah kursi
menteri ditawarkan saat pembentukan kabfiet Pada sekitar
pertengahan periode Kabinet Indonesia Bersatudt sauncul wacana
reshufflekabinet, bahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ntakeya,
pihaknya siap menyambut tawaran masuk kabinet mhek Istan&®.
Setelah pemilu 2009, PDIP tidak pernah secara jaksyatakan dirinya
sebagai partai oposisi, di berbagai wawancara gé@ogkan kepada para
petinggi partai, selalu dinyatakan bahwa PDIP ddaf@rupakan partai
politik yang kritis dan berfungsi sebagai penyeimipgpenguasa. Puan
menegaskan PDIP saat ini tidak dalam posisi koafisupun oposisi
tetapi cenderung pada kekuatan penyeimbang pemierishaat kebijakan
mereka prorakyat, kita mendukung. Namun saat Kedmjatidak
prorakyat, kita bisa mengkritis?. Pernyataan Puan tersebut
memunculkan pertanyaan besar, karena menurut penafia yang
dinyatakan tersebut merupakan pengertian oposikndaarti yang
konstruktif. Jika kebijakan-kebijakan pemerintahpdindang merugikan
maka partai oposisi mengkritiknya dengan membeaermatif-alternatif

penyelesaian kepada pemerintah. Namun jika pembdrimembuat

125 Tempointeraktif.com 03 April 2010

126 ppDIP Siap Sambut Tawaran Masuk Kabinet, Jawa Rasjs 10 Februari 2011, diakses
tanggal 10 Februari 2011

127 ppIP Bukan Oposisi, http://www.forum-politisi.obgfita/article.php?id=91 2liakses tanggal
9 Februari 2011
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kebijakan yang baik, partai oposisi tidak serta tendetap mencari
kesalahan-kesalahan, tetapi menggaris bawahi untlihat konsistensi
terkait kebijakannya. Pernyataan tersebut juga mgnykan bahwa
oposisi dan partai penyeimbang itu berbeda. Pendagaulis bahwa
setelah Pemilu 2009 PDIP menyatakan bukan partasisiptetapi partai
penyeimbang, karena untuk menjaga kemungkinan bengamya PDIP
ke dalam pemerintahan, karena sejak PDIP mendsktaradiri sebagai

partai oposisi, dukungan suara dari pemilu 1999268n menurutf®.

Dilihat dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahpeglembagaan
partai oposisi di Indonesia, mengalami berbagaikgrebangan sejalan
dengan perkembangan politik dan ketatanegaraannésitn Sebelum
reformasi/amandemen UUD 1945, pelembagaan partasisipcenderung
destruktif karena tidak didasarkan pada prirfipcks and balanceblal ini
disebabkan olekesignkelembagaan negara pada saat itu tidak menerapkan
mekanisme checks and balances Prinsip pengelolaan kekuasaan
menggunakan prinsip pembagian kekuasahsirijpution of power. MPR
menjadi lembaga tertinggi negara.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen)

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukgeraghnya oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dengan format kelembagaan yang “kacau” tersebuttuten
pelembagaan partai oposisi konstruktif tidak mungiimunculkan, karena

pemerintah (presiden) merupakan mandataris MPRyedaksanakan Garis-

garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dibuat MPR.

128) ihat Tabel 1, him 8
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Meskipun setelah reformasia pelembagaan partaiigipcsnderung
berkembang ke arah yang lebih baik, namun kondgsi &i masih jauh dari
apa yang diharapkan. Masih banyak hal yang perperdaiki untuk
membentuk suatu pelembagaan partai oposisi yakgfefe

Ada beberapa hal yang menurut penulis sangat bgapem dan
menjadi alasan masih sulitnya pelembagaan opadisildnesia.

a) Sistem Multi Partai Dalam Sistem Presidensial

Secara teori, Indonesia menganut sistem pemerimtaha
presidensial. UUD 1945 dalam garis besar menyatbkaiwa “presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala penteriiftd, sehingga
menjadi dasar konstitusional atataim bahwa Indonesia menganut
sistem Presidensial® Namun nyatanya ada beberapa ciri parlementer
yang terinjeksi kedalam sistem pemerintahan di med@. Sistem
Presidensial yang dipraktekkan di Indonesia merah@m atau
mengurangi beberapa unsur penting dalam sistemidBnssal dan
memasukkan beberapa nuansa dari sistem pemerinfré&menter.
Hal tersebut menghasilkan suatu sistem pemerintBhesidensial yang

kurang lazim atau kurang sempufita

129 jhat Pasal 4 ayat 1

130 Jimly Asshiddigie, 2005, Hukum Tata Negara damrRil Pilar Demokrasi, Konstitusi Press,
Jakarta, him 110, juga menyatakan “sayangnyamisting dirumuskan dalam UUD 1945 itu
diklaim oleh perancangnya sebagai sistem presidledsengan tanpa penjelasan teoritis yang
memadai mengenai pilihan — pilihan model presidéngng dimaksud. Akibatnya generasi
pemimipin Indonesia di belakang hari sering kelinamahami sistem pemerintahan dibawah
UUD 1945 seakan — akan sungguh — sungguh merugédtam presidensial murni”

1317 A. Legowo, Menyempurnakan Sistem Presidensialkel,
http://www.cetro.or.id/pustaka/draft.htrdl akses tanggal 5 Januari 2011
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Salah satu kombinasi yang paling banyak menjadilgietan
adalah sistem multi partai dalam sistem presidensidonesia menurut
UUD 1945 menganut sistem multi partai.

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusubkah

partai politik ataugabungan partai politik peserta pemilihan

umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Sistem presidensial identik dengan sistem dwi patimana
parlemen terkomposisi dari dua atau paling tidaa tpartai politik.
Multi partai dalam presidensial mengakibatkan tingg fragmentasi
partai politik di parlemen, terlebih lagi jika pragtisme partai politik
cukup tinggi maka akan berakibat tidak stabilnyalgmaen karena
kebijakan partai politik sering tidak konsisten.e§ldensialisme dan
sistem multi partai bukan hanya merupakan “kombinasg sulit’
seperti dikhawatirkan oleh Mainwaring, melainkanggu membuka
peluang terjadinyadeadlock dalam relasi eksekutif-legislatif yang
kemudian berdampak pada instabilitas demokrasigeesial®’. Sistem
multi partai dewasa ini, gagal memberikan sumbarigggada negara
karena tidak mengkondisikan pembentukan kekuataosisip yang
diperlukan untuk menopang rezim dan pemerintahang Yauat, stabil,

dan efektif secara demokratik. Bersamaan denggnsigiem partai

tersebut tidak pula berfungsi untuk melandasi pkgbolitik check and

Syamsuddin Haris, 2008jilema Presidensialisme di Indonesia Pasca OrdeuB#an Urgensi
Penataan Kembali Relasi Presiden-DRRJam buku Gagasan Amandemen UL8}5 suatu
rekomendasi, KHN, Jakarta, him 151, sebagaimanaitigikdari Linz, Presidensial or
Parliamentary = Democracy; Arend Lijphart, Presidensialism and Majoritarian
Democracy:Theoritical Observationtinz dan Valenzuela,The Failure of Presidensial
Democracy, him 91-105Gunther, Membuka Dialog,Jose Antonio CheibubMinority

Government, Deadlock Situation, and The SurvivalPoésidensial Democraciesjalam

Comparative Political Studie¥/ol. 35 No 3, 2002, him 284-312
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balances, baik diantara lembaga negara maupun diantara fraksi
pemerintah dengan fraksi lainnya di lembaga penaakakyat®’

Scott Mainwaring berpendapat bahwa hanya empat raega
penganut sistem presidensial yang berhasil dalammcipt@kan
pemerintah yang efektif dan stabil. Keempat negaraebut adalah
Amerika Serikat, Costa Rica, Columbia, dan Venezu8ebaliknya,
mayoritas negara-negara yang menganut sistem partem dinilai
sukses dalam hal menjaga stabilitas dan efektiffi@serintahan.
Beberapa negara tersebut antara lain; Australiatria Belgia, Kanada,
Denmark, Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris, Se&aiaru, Italia, dan
sebagainyé'ﬁ‘4 Selanjutnya Mainwaring menyatakan bahwa hanyaeChil
yang bertahan dengan mengawinkan sistem presitiefesigan multi
partai.

Sistem Presidensial yang dikombinasikan dengammsisnulti
partai, mempunyai tendensi sangat besar dalam ptakan instabilitas
pemerintahan. Ada beberapa hal yang dapat dijadé#tasan bahwa
kombinasi presidensial-multi partai kurang efeRtif

Pertama, multi partai dalam presidensial menyebabka
fragmentasi parpol di parlemen tinggi, dengan kekugang menyebar.
Sangat sulit menemukan parpol yang mayoritas depen, sehingga

parpol pendukung Presiden tentu harus menggalakgndan dengan

33 Mahrus Irsyam dan Lili Romli (editorMenggugat Partai PolitikLIP FISIP Ul, Jakarta, 2003,
him. 29-30

134 partono, SIP, MA, Koordinator Peneliti CETRO (@ for Electoral Reform) , Sistem Multi
Partai, Presidensial, dan Persoalan EfektifitasefPieah._http://www.djpp.info/index.php/htn-
dan-puu/4382?fontstyle=f-largeliakses tanggal 20 Februari 2011

Diolah dari berbagai sumber

135
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cara berkoalisi dengan parpol lain di parlemen,gdenini kebijakan
pemerintah tentu akan dapat cepat direalisasikear@éaik. Dukungan
terhadap Presiden oleh mitra koalisi tentu bukampensasi, pada
akhirnya Presiden akan mengakomodasi partai mdedisi tersebut ke
dalam kabinet, dan kabinet cenderung terbentuk aterdpsarpower

sharingbukan kabinet kerja/profesional (zaken kabinet).

Kedua, koalisi yang dibangun mudah retak atau rallgskipun
telah mengakomodasi parpol mitra koalisi kedalamgrentahan, belum
tentu pemerintah selalu mendapat dukungan di setgpjakannya,
karena koalisi sarat dengan kepentingan. Berbedda paistem
pemerintahan parlementer dimana beberapa parpkbdlesi bersama-
sama membangun pemerintah dengan memilih PerdameaeiVi¢PM)
sekaligus membentuk kabinet, sehingga parpol-patpdebut akan
bertanggung jawab terhadap pemerintahan. PadamsiBwesidensial
Sebaliknya beberapa menteri di kabinet lebih markkan loyalitas
kepada ketua partainya dibandingkan dengan kepaelsidpn. Atau
bahkan para pembantu presiden tersebut lebih #issliou dengan
kegiatan konsolidasi internal partai politik dibamgkan dengan
membantu presiden mengimplementasikan program-gnmogemerintah.

Ketiga, sulitnya membangun pelembagaan oposisi \zaig.
Semakin tinggi polarisasi parpol di parlemen, semékggi pula tingkat
kesulitan memisahkan partai politik kedalam du& pi@kni oposisi dan
koalisi parpol pemerintah. Pembedaan secara diameirperlu untuk

melancarkan dan mengefektifkan fungsi mekanismeuggn checks
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and balances Fungsichecks and balanceskan berjalan rapi apabila
pelembagaan koalisi maupun oposisi dibentuk se&arssisten. Di
Indonesia yang terjadi adalah koalisi mudah pebahkan parpol mitra
koalisi dalam beberapa kasus terkait kebijakan piataé, lebih memilih
beroposisi, misalnya pada kasus Bank Century din@awigar dan PKS
berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam pémbétasilitas
Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan [Medantara (PMS)

terhadap Bank Century tidak tepat dan bermasalah.

Masalah diatas menggambarkan bagaimana multi psgatag
dipadukan dengan sistem presidensial dapat mekaiptanstabilitas
pemerintahan. Secara terpisah memang kedua sisteabtit sama-sama
bertujuan menciptakan demokrasi yang ideal, tetapiu tidak dalam
satu kombinasi. Diperlukan suatu terobosan untbklenensinergiskan
antara sistem pemerintahan dan sistem kepartaiag géanut, baik
merubah sistem pemerintahan maupun sistem kepartd&lihat sejarah
sebagaimana diuraikan sebelumnya, Indonesia merapuatatan buruk
dengan sistem parlementer. Pemerintahan tidak Hasrtdama, sering
mengalami pergantian PM maupun kabinet, sehinggaijakan
pemerintah seringkali belum sempat terealisasikdam menyebabkan
pembangunan nasional terhambat. Strategi yang |&imis adalah
memperkecil fragmentasi parpol diparlemen. Banyalngy percaya

bahwa krisis politik merupakan akibat dari kegagateanajemen konflik
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dalam sistem multipartdf. Dalam hasil jajak pendapat Kompas, Senin
(26/7) Mayoritas publik (94 persen) menyetujui jikanlah parpol di
Indonesia disederhanakan. Pasalnya, penyelenggaregara dengan
model banyak partai seperti sekarang ini dalam kemasistem
pemerintahan presidensial dianggap kurang efEktif.

Salah satu cara penyederhanaan parpol adalah dengan
menerapkan ambang batas minimum Kkursi parlenfarli@mentary
Threshold.

Pasal 202 UU No 10 tahun 2008

(1) Partai politik peserta pemilu harus memenuhibamng batas
perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jusuara sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuamlgigan kursi
DPR.

Penetapan ambang batas tersebut saat ini masipagia untuk
ditingkatkan persentasenya, hal ini menandakan &almasih ada
semangat untuk melakukan penyederhanaan parpolgaDeRT tentu
secara alamiah akan menyederhanakan parpol yang diidparlemen
tanpa harus melanggar kebebasan berserikat. S&aseharusnya juga
diterapkanFractional Threshold dimana partai politik yang lolos ke
parlemen baru bisa membentuk fraksi jika peroldhasi parpol tersebut
memenuhi batas jumlah yang ditentukan. Denfgactional Threshold
jumlah fraksi di parlemen akan lebih sederhana.

Penyederhanaan parpol saat ini juga digalakkan lumnela

verifikasi parpol dengan persyaratan yang lebipeatketat. Parpol yang

Arif Hidayat, “Stabilitas Demokrasi dalam Sistem Multi Partai d@nesidensialisme”Op.cit
HANTA YUDA AR, Analis Politik The Indonesian Instite. KOMPAS, 27 Juli 2010
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berhak mengikuti pemilu, saat ini lebih ditekankaada parpol yang
bersifat nasional, bukan kedaerahan.

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang perubahanlith
No 2 Tahun 2008 tentang partai politik:

Pasal 3 Ayat (2) :

c) Kepengurusan padtiap provinsidan paling sedikit5% dari
jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan, dan
paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.

d) Kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dabupaten/kota
sampai tahapan terakhir pemilihan umum.

Pasal 51 Ayat (1)

a) Verifikasi partai politik sebagaimana dimaksadig ayat (1) dan
partai politik yang dibentuk setelah UU ini diund&an, selesai
paling lambat 2 % (dua setengah) tahunsebelum hari
pemungutan suara pemilihan umum.

Jangka waktu verifikasi pada Pasal 51 Ayat (lapetaut
dimaksudkan agar parpol yang lolos verifikasi makagm parpol yang
mempunyai pengorganisasian yang kuat, bukan paraog dibentuk
sesaat hanya ketika akan ada pemilihan umum.

Dengan berbagai mekanisme penyederhanaan parssbigy
maka jumlah parpol di parlemen akan semakin benrgusecara alami,
polarisasi kekuatan parpol diparlemen juga semakirkurang. Relatif
lebih mudah bagi parpol untuk mengelompokkan dedddam mitra
koalisi pemerintah atau oposisi, sehingga mekanisthecks and

balancesakan berjalan lebih efektif, tentunya jika disedangan sikap

yang konsisten.



109

b) Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Oposan

Selain kombinasi Presidensial-Multi partai, stignmegatif
masyarakat terhadap oposan teutama partai opag@imenjadi alasan
mengapa partai oposisi di Indonesia belum terlemblsarara baik. Di
negara demokrasi seperti Indonesia, dukungan rakyatupakan
landasan vital bagi keberlangsungan suatu instrudeenokrasi, karena
rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Perkendammartai politik
berbanding lurus dengan jumlah dukungan masyar@kbadap partai
politik yang bersangkutan.

Budaya oposisi sebenarnya memang berasal dariidanesia.
Kata oposisi hadir dari khazanah Inggris, ketikaddiam parlemen
terdapat dua pihak yang saling berhadapan, paateg ynemerintah dan
partai yang menjadi oposisi di seberandia

Di Indonesia, oposisi selalu mengalami pengekangecara
sistematik. Di masa demokrasi terpimpin, misalngposisi dinafikan
secara ideologis lewat konsepsi politik gotong rayalan musyawarah
untuk mufakat. Bahkan di masa Orde Baru, oposipamtiang tidak
mempunyai akar budaya bangsa dan berada di lualbgiePancasifs®.

Dr. Nurcholis Majid dalam suatu diskusi pernah méokan
gagasannya yang sudah pernah dilontarkan sebeluagaraada partai
oposisi. Serta merta gagasan ini ditanggapi deraygnmen kontra,

bahkan oleh Presiden Soeharto melalui Menteri Ne@tua Bappenas,

138 Fatkhurokhman, Membangun Kultur Oposisi
http://abinissa.wordpress.com/2007/11/05/membarkulint-oposisi/ diakses tanggal 20
Februari 2011

139 ibid
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Ginandjar Kartasasmita. Kehadiran partai oposisikisesuai dengan jati
diri serta budaya politik demokrasi Pancasila. Iiti dan budaya
Demokrasi Pancasila bukan oposisi, melainkan muakatw untuk
mufakat*’. Stigma ini begitu melekat dan tentu memberikain pegatif
terhadap keberadaan oposisi. Cak Nur juga menyatbkhwa oposisi
merupakan subkultur dari tradisi demokrasi. Artiny@alam suatu
masyarakat, oposisi merupakan suatu kenyataan tgngermungkiri.
Jika oposisi tidak diakui, yang terjadi adalah nm&me saling
mencurigai dan oposisi dianggap sebagai ancithan

Menurut survey yang dilakukan oleh Indo Barometrhadap
masyarakat, budaya oposisi masih belum mengakamalsyarakat
Indonesia, dalam survey tersebut, ditanyakan lepasgponden, partai
politik mana yang sebaiknya masuk di kabinet memttatHasilnya 50,6
persen responden menginginkan agar PDI perjuangasuknkabinet,
Selain itu, 57,2 persen responden menginginkan @oj&ar ikut masuk
kabinet mendatang. Tak hanya itu, 44,2 persen nepD juga
menginginkan agar Hanura masuk kabinet, semengar@ yenginginkan
Gerindra masuk ada 45,3%

Dari hasil survey tersebut dapat dilihat bahwa raesiat ingin
parpol bekerja sama duduk di pemerintahan. Namiarbberarti oposisi
tidak bisa dibangun di Indonesia. Penulis berpeatddmhwa yang
terpenting adalah pemahaman masyarakat terhadapaintzam

sebenarnya kedudukan dan fungsi oposisi dalam megoba

% Jakoeb Oetama, 200Buara Nuranf, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, him 4

Fatkhurokhman, Membangun Kultur OposisiOp. Cit
142 Koran Jakarta edisi 444, terbit tanggal 4 septerdb89

141
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pemerintahan yang demokratis. Selama ini masyarakagenal oposisi
sebagai pihak yang asal berbeda dengan pemerirtah. yang

dikhawatirkan adalah ketika masyarakat belum pahaecara
komprehensif mengenai bagaimana sebenarnya opisisérkontribusi

dalam pamerintahan yang demokratis, kemudian musoatu partai
yang menasbihkan dirinya sebagai partai oposishunaternyata apa
yang dipertunjukkan bukanlah oposisi dalam arti gyatonstruktif,

sehingga masyarakat akan membuat kesimpulan yagatihéerhadap
suatu partai oposisi.

Perlu adanya pendidikan politik atau sosialisasipakia
masyarakat mengenai bagaimana sebenarnya fungsangome dan
kedudukan partai oposisi dalam membangun kehidypag demokratis.
Sehingga kemudian masyarakat dapat menilai secarar btentang
bagaimana partai oposisi. Penulis berkeyakinan jskavey yang
dilakukan oleh Indobarometer terhadap masyarakdéng parpol mana
saja yang lebih baik masuk dalam kabinet dengamlikbsebelumnya
masyarakat memahami secara benar tentang urgetei @aosisi dalam
melaksanakan fungsthecks and balanceterhadap pemerintah, tentu
hasilnya akan berbeda. Masyarakat tentu juga akenilan bahwa
pemerintah maupun posisi di luar pemerintahan akaampunyai
kedudukan yang sama pentingnya dalam membangumlugn yang
demokratis.

Dengan mengatasi berbagai hambatan di atas teatura&mberikan

dampak positif terhadap pelembagaan partai opksisiepan. Partai oposisi
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tidak lagi menjadi partai “hina”, tetapi juga parimng didambakan oleh
masyarakat dalam melakukan fungshecks and balancegerhadap
pemerintah.

partai oposisi itu sendiri. Partai oposisi bukarpaintai politik yang asal beda
terhadap pemerintah, tetapi juga menawarkan berbalgarnatif untuk
mengatasi problem kebijakan. Jangan sampai kebelpastai politik untuk
menjadi suatu partai oposisi malah menimbulkan guzpan kelompok yang
berujung pada disintegrasi bangsa, terlebih lagadikan alat untuk
menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Disatu keberadaan oposisi
harus diakui sebagai instrumen penting dalam keadupolitik negara
demokratis yang menghargai kebebasan berpendapagame segala
keanekaragamannya, tetapi juga disisi lain papasisi harus menggunakan
kebebasan tersebut secara bertanggung jawab dereggmnjung tinggi etika
politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegarka Eti bertujuan untuk
mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, ddektie serta
menumbuhkan suasana politik yang demokratis yangrii@n keterbukaan,
rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakgaighargai perbedaan,
jujur dalam persaingan, serta menjunjung tinggi l@sasi manusia dan
keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan abgs dan

bernegard’

143 Ketetapan MPR No. IV/MPR/2001 tentang Etika Kelpa Berbangsa
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v' Berhak mengajukan RUU
(Pasal 21 (1))

» Sistem Pemerintahan :
Presidensial

Presiden No 13 Th 1960 tentang
pengakuan, pengawasan dan
pembubaran partai — partai

(pendirian partai politik terbatas)

seumur hidup lewat TAP MPR N
11/1963

Tidak dibenarkan adanya gerak|
oposisi, media yang kritis dibrede

gerakan oposisi muncul diakhi
periode dalam bentu
pemberontakan (ekstrn
parlementer), berkarakterist
destruktif fundamental ideologis.
Ideologi yang dibawa adala

NO | Periode Undang-Undang Dasar Dasar Hukum Pembentukan Par Partai Oposisi | Keterangan
Politik
1 Demokrasi Liberal - UUD 1945 (sebelum amandemen) Maklumat Pemerintah tanggal 3 Semua Parpol | Karakteristik : Destruktif Opurtunis
(1945 — 1959) - Konstitusi RIS November 1945 (silih berganti) | Tidak ada koalisi/oposisi yang
- UUDS 1950 konsisten, parpol secara bergantjan
(pendirian partai politik tidak menjadi pendukung pemerintah|—
terbatas) oposisi
Dalam Maklumat Pemerintah |3
Nov ‘45 tidak ada pengaturan
mengenai pelembagaan parpol,
» Sistem Pemerintahan : sehingga menjadikan parpol sulit
Parlementer dikendalikan
2 Demokrasi Terpimpi UUD 1945 (sebelum amandem - Penetapan Presiden Rl No 7 PKI Soekarno membubarkan DPR h:
(1959 — 1965) 1959 tentang syarat - syarat dan pemilu dan membentuk DPRnya
DPR: penyederhanaan kepartaian ‘sendiri’, dan fungsi DPR dialihkan
v/ Menyetujui Undang — undang | - Peraturan Presiden No 25 Th 1960 menjadi pembantu presiden.
(Pasal 5 jo Pasal 20 (1)) tentang perubahan atas Peratura Soekarno juga menjadi presiden

komunis
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(3) Setiap orang berhak at
kebebasan berserikat,
dan mengeluarkan pendapat

» Sistem Pemerintahan:

berkumpul

as
Ul kehendak dan

Presidensial

Indonesia Tahun 1945.

ciri tertentu yang mencerminkgn
cita-cita Par
Politik yang tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik

oposisi secara kuat dan konsisten

No | Periodt Undan¢-Undang Das: Dasar Hukum Pembentukan Pa| Partai Oposit | Keteranga
Politik
3 Demokrasi Pancasila | UUD 1945 (sebelum amandemen) - UU No 3 Th 1985 tentang PPP dan PDI Oposisi  ditenggelamkan denpgan
(1965 — 1998) perubahan atas UU No 3 Th 1976 konsepsi gotong royong dan
DPR: tentang Partai Politik dan kekeluargaan dalam pancasila.
v' Menyetujui Undang —undang | Golongan Karya
(Pasal 5 jo Pasal 20 (1)) Mekanisme checks and balances
v Berhak mengajukan RUU (Jumlah partai politik sudah dibentuk secara seremonial
(Pasal 21 (1)) ditentukan dalam UU, yakni PDI, (dibentuk oleh penguasa untuk
Golkar, dan PPP) mewujudkan demokrasi semu)
Pasal 2 UU No3 Th 1985Partai
» Sistem Pemerintahan: politik dan Golongan Karya
Presidensial berasaskan Pancasila sebagai sgtu-
satunya asas
4 Reformasi UUD 1945 (amandemen L1, 111,1V) UU No 22 Th 1999 PDIP, Karakteristik : Semi Kosntruktif.
(1998 — sekarang) v Gerindra,
Pasal 20A Ayat (1): UU No 31 Th 2002 Hanura Masih belum terlembaga secgra
DPR memiliki fungsi legislasi v baik, partai oposisi banyak
fungsi anggaran, dan fungsi UU No 2 Th 2008 memiliki kader sebagai kepala
pengawasan v daerah (pemerintah)
UU No 2 Th 2011 tentang
Pasal 28E perubahan atas UU No 2 Th 2008 Multi partai menyebabkan
(2) Setiap orang berhak atas tentang partai politik fragmentasi parpol di parlemen
kebebasan meyakini kepercayaan, tinggi, sehingga dinamika parpol
menyatakan pikiran dan sikap, Pasal 9 Ayat (2) UU No2/2008 juga semakin meningkat, dan suylit
sesuai dengan hati nuraninya Partai Politik dapat mencantumkan melembagakan koalisi maupyn
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik suaginpulan jawaban
dari rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut

1. Pelembagaan partai oposisi dapat dibenarkan olelaignUndang Dasar
1945. Partai oposisi selaras dengan semangat kmistuntuk
menciptakan suatu negara hukum berkedaulatan rakyaing
menginginkan adanya pemerintahan yang bertanggamn@bj Partai
oposisi juga selaras dengan semangat konstituaimdahenjamin hak
beroposisi sebagai bagian integral dari Hak Asaanihia yang harus
dilindungi;

2. Di negara hukum yang demokratis, pelembagaan papasisi secara
konstruktif menjadi suatu kebutuhan yang pentingirtd® oposisi
berfungsi sebaga pengawas pemerintah, penyeimbagigiasaan
pemerintah, dan penyedia alternatif kebijakan;

3. Sebelum reformasi/amandemen UUD 1945, pelembagasdai mposisi
cenderung destruktif karena tidak didasarkan pat@sip checks and
balances.Hal ini disebabkan oledesignkelembagaan negara pada saat
itu tidak menerapkan mekanismehecks and balancesSetelah
amandemen UUD 1945, partai oposisi memang mempyj@mbagaan
yang lebih baik karena dianutnya pringipecks and balancedalam

hubungan antar lembaga negara, namun pelembageaangposisi yang
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ada masih belum terkonstruksi secara jelas. Haldiakibatkan oleh
beberapa hal diantaranya:
a. Multi Partai dalam Sistem Pemerintahan Presidensial
Kombinasi sistem multi partai dengan sistem prewsie
membuat stabilitas pemerintahan sulit dicapai. Mutartai
menciptakan fragmentasi/polarisasi yang tinggi ailgmen. Hal ini
membuat dinamika hubungan antar partai politik =einjsangat
tinggi dan menyebabkan pelembagaan koalisi maupasisi tidak
terbentuk secara kuat dan konsisten.
b. Stigma Negatif Masyarakat Terhadap Oposan
Stigma buruk oposisi yang dibentuk penguasa sebeiasa
reformasi membuat partai oposisi berada dalam ipgsisg tidak
baik, sehingga membuat partai oposisi yang adak tidapat
menjalankan fungsinya secara maksimal. Dalam dessgkr
dukungan rakyat adalah sesuatu yang sangat pekérena rakyatlah
pemegang kedaulatan tertinggi. Partai oposisi sebbalance of
power pemerintah tentu patut untuk didukung, sehinggasufungsi

yang dimiliki partai oposisi akan berjalan semaddiektif.

B. Saran
1. Memasukkan pengaturan tentang pelembagaan opesiaidim peraturan
perundang-undangan di Indonesia, misalnya undamgdang tentang
partai politik;
2. Penyederhanaan partai melal®arliamentary Threshold(PT) atau

(Fractional Thresholdl terus ditingkatkan untuk memperkecil polarisasi
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parpol di parlemen dan mempermudah fragmentasaipapbsisi-koalisi,
sehingga akan terbentuk pelembagaan partai opgaisy baik dan
konsisten, sekaligus menambah efektifitas sistemmepi@atahan
presidensial;

. Sosialisasi kepada masyarakat luas melalui serdenratain-lain, tentang
urgensi partai oposisi (konstruktif) dalam melakuKangsichecks and
balances di negara yang demokratis, sehingga memperbaigmat
negatif partai oposisi;

. Revitalisasi Ketetapan MPR No. IV/MPR/2001 tent&idka Kehidupan
Berbangsa, untuk memperbaiki moral politik bangsshingga oposisi
yang terbentuk adalah partai oposisi yang bertamggawab, mampu

melakukan fungsi checks and balances secara efektif
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